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KEDUDUKAN H}AKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQA>Q 

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB 

DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 

ABSTRAK 

Mega Putri Indriani 

NIM. 1717304028 

 

Prof. K.H Saifuddin Zuhri 
Purwokerto 

Kedudukan hakam dalam penyelesaian perkara syiqa>q memang 

mempunyai letak dasar dalam perbedaan penafsiran, lantas bagaimana pendapat 

empat madzhab dalam memahami nash Al-Qur‟an yang menimbulkan penafsiran-

penafsiran berbeda mengenai kedudukan h}akam. Adapun penelitian ini disusun 

guna menganalisis pendapat empat madzhab dalam kedudukan hakam dan metode 

istinba>t}h dari penyelesaian perkara syiqa>q.  

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (library 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data 

primer dan sekunder. Data primernya diperoleh dari Kitab Al-Muwa>t}a> sebagai 

rujukan dari pendapat madzhab Maliki, Kitab Al- Umm sebagai rujukan dari 

pendapat madzhab Syafi’i, dan Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudomah sebagai 

rujukan dari pendapat madzhab Hambali dan madzhab Hanafi, dan sedangkan 

data sekunder diperoleh dari buku dan artikel yang berhubungan dengan 

kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q. Metode analisis data yang 

digunakan pada skripsi ini adalah metode analisis komparatif, yaitu 

membandingkan perbedaan dan persamaan mengenai kedudukan h}akam dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab 

dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalam penyelesaian 

sengketa tersebut, Madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali menjelaskan bahwa 

h}akam itu berarti wakil atau sama halnya dengan wakil, dengan demikian h}akam 

tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan 

dari pihak suami, begitu pula h}akam dari pihak istri tidak boleh mengadakan 

khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut 

madzhab Maliki h}akam itu berarti hakim. Sebagai hakim, h}akam boleh 

memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau juga berusaha 

mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami-

istri. Sedangkan kaitannya dengan konteks keindonesiaan, Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama, mengadopsi pendapat jumhur ulama dimana didalamnya 

disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara syiqa>q dengan melalui 

pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan 

kemudian dapat mengangkat h}akam dengan menggunakan cara mediasi terlebih 

dahulu. Selain lebih relevan pendapat madzhab Hanafi, Syafi‟i, Hambali tersebut 

juga sesuai dengan perintah yang terkandung pada Surat An-Nisa>‟ Ayat 35. 

Kata kunci : syiqa>q, h}akam, empat madzhab dan Relevansi Keindonesiaan. 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangka
n 

Tidak dilambang 

kan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 |S|a s ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 {h} h ح
Ha(dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh Kh dan ha خ

 Dal D De د

 |Z|al z ذ
Ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 {S}ad S ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {D}ad d ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 {T}a’ t ط
Te (dengan titik di 

bawah) 
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong 

a. Vokal Tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya baerupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Vokal 

--  َ´-- Fath{ah Ditulis A 

--  َ¸-- Kasrah Ditulis I 

--  َ˚-- D}ammah Ditulis U 

 

 

 {Z}a’ z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

  …‘…  Ain‘ ع
Koma terbalik di 

Atas 

 Gain  G غ
Ge  

 Fa F ؼ
Ef 

 Qaf Q ؽ
Qi 

 Kaf K ؾ
Ka 

 Lam L ؿ
‘el 

 Mim  M ـ
‘em 

 Nun N ف
‘en 

 Waw W ك
W 

 Ha’ H ق
Ha 

 ‘ Hamzah ء
Apostrof 

 Ya  Y م
Ye 
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b. Vokal Panjang  

1. 1 Fatha{h+alif Ditulis         a> 

بًيرنا   <Ditulis Khabi>ra خى

2. 2 Kasrah+ya‟mati Ditulis  i> 

رهٌ  يػٍ   Ditulis Khai>r خى

c. Vokal Rangkap 

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

1 fathah+ya‟mati Ditulis Ai 

 
رهٌ يػٍ  Ditulis Khair خى

2 Fatha{h+waw mati Ditulis Au 

 Ditulis Fasaufa فىسىوٍؼىٌ 

d. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  

 <Ditulis i’yuri>da إفٌيريد

ٌإعٍراضنا Ditulis i’ ra>d}an 

ٌاعظيما Ditulis a’ mard}a>tilla>hi 

 

C. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu  ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 

 Ditulis al-Qura>n القرآف

 Ditulis al-Qiya>s القياسٌ

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya. 
 

 ’<Ditulis An-nisa النساءٌ
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D. Ta Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h 

Ta marbutah adalah varian dari huruf ta (ت) yang melambangkan 

fonem (bentuk bunyi) /t/  atau /h/. Pada aturan bahasa Arab standar modern, ta 

marbutah dipakai pada akhir dari sebuah kata. 

 Ditulis Firqatih الٍفرقة

ٌحنيفة Ditulis H}anifah 

ٌالشافعية Ditulis Syafi’iyah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasiini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama. 

Contoh: 

 

 innalla>ha   - إًفٌَّاللَّّىٌ

 

F. Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dua cara, 

yaitu: bisa dipisah perkata dan bisa pula diuraikan. Namun penulis memilih 

penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

Fa innalla>ha ka>na bima> ta’malu  -  فىإًفٌَّاللَّّىكٌىافىٌبِىاٌتػىعٍمىليوفىٌخىبًيرنا }na khabi>ra>  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Perceraian yang dirumuskan dalam KHI merupakan peluasan atas 

aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 

Perkawinan. Aturan tentang perceraian dalam bentuk campur tangan 

Pemerintah (Pengadilan) dalam persoalan perceraian yang merupakan 

persoalan pribadi warga negara. Aturan bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan 

proses cerai talak menjadi perkara persengketaan. Karena selama ini proses 

cerai talak masih secara dominan dipegang oleh suami.
1 

Talak dalam ajaran Islam merupakan satu jalan keluar terakhir dari 

kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan maka sebuah rumah 

tangga seolah-olah bagai neraka bagi kedua belah pihak ataupun salah 

satunya. Talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain dan oleh karena itu 

sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam 

memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan 

saling mengalah.
2
 Perceraian menurut ajaran Islam diakui atas dasar 

ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta dengan alasan-

alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian juga diakui 

                                                           
1
 Saiful Millah dan Asep Saepudin, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

(Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 180.   
2
 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana, 

2004), Cet. 1, Ed. 1, hlm. 107. 
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secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya 

petunjuk syari‟at.  

Asal mula hukum talak itu adalah haram jika tanpa adanya hajat. 

Kemudian karena „Illah-nya maka hukum talak itu menjadi halal. 

Dikarenakan talak bertujuan menghilangkan pernikahan yang mengandung 

banyak kemaslahatan yang dianjurkan. Talak sesuai dengan hukum „Illah-nya 

itu menjadi wajib, mubah, haram dan sunnah.
3
 Talak bisa dilakukan oleh 

seseorang yang ahli dalam menyelesaikan talak, contohnya yaitu berakal, 

baligh, dan seseorang dipilih sendiri. Islam memberikan hak talak disini 

hanya untuk suami karena ia lebih bertanggungjawab penuh dalam 

berlangsungnya rumah tangga.
4
 Al-Qur‟an berulang kali menyebut kata talak 

dengan pemnbatasan-pembatasannya. Oleh karena itu menurut Al-Qur‟an 

boleh dilakukannya talak jika terdapat sebab untuk menghalalkan terjadinya 

talak itu.
5
 Sesungguhnya talak diberikan kepada laki-laki tanpa jaminan yang 

cukup untuk menanggung tidak adanya kejadian talak, kecuali dalam 

keadaan-keadaan tertentu dan setelah terjadinya berbagai ikatan. Talak tidak 

diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi Allah Swt menetapkannya dengan 

banyak alasan. Membuat selang waktu untuk percobaan dan ujian suami istri 

dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk raj‟i, yakni suami masih 

mungkin dapat kembali kepada istrinya pada masa iddah jika tidak jelas 

kesalahannya. 

                                                           
3
 Kamil Muhammad, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), 

hlm. 429. 
4
 Abdul Aziz Wahab, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 260.    

5
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. 5, hlm. 

100.  
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Menurut istilah fiqih, syiqa>q adalah perselisihan sumi-istri yang 

diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang h}akam dari pihak suami 

dan seorang h}akam dari pihak istri. Syiqa>q atau putusnya ikatan perkawinan 

mungkin terjadi disebabkan oleh perilaku dari salah satu suami-istri. apabila 

salah satu pihak dari keduanya itu bersifat buruk, atau bertindak kejam 

kepada salah satunya dan mereka juga tidak dapat hidup rukun sebagai satu 

keluarga.  Percekcokan dalam rumah tangga baru disebut syiqa>q jika sampai 

ke batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami-istri. Percekcokan 

tersebut juga bukan suatu hal yang baru terjadi dan bukan juga dalam waktu 

yang pendek, tetapi dari awal selama mereka melakukan pernikahan. Jika hal 

tersebut terjadi maka hendaknya diadakan h}akam (penengah) untuk 

memeriksa perkaranya dan hendaklah h}akam berusaha mendamaikan 

kelanggengkan hidup rumah tangga dan hilangnya perselisihan sesuai dengan 

yang terkandung dalam surat An-Nisa‟ ayat 35:  

نٌٌٍخًفٍتيمٌٍكىاًفٌٍ   امًٌ نٌٍاىىٍلًوًٌكىىىكىمن ٌبػىيٍنًهًمىاٌفىابػٍعىشيوٍاٌحىكىمنامًٌ شًقىاؽى
بًيػٍرنا اٌاًفٌَّاللَّّىكٌىافىٌعىلًيٍمناٌخى نػىهيمى بػىيػٍ اٌيػُّوىفًٌقًٌاللَّّيٌ آٌاًصٍلاىحن 6اىىٍلًهىاٌاًفٌٍيُّرًٌيٍدى  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang h}akam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki 

dan seorang h}akam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi 

taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa>‟: 35). Sedangkan h}akam adalah 

orang yang diutus dari kedua belah pihak suami dan istri yang 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’a>n dan Terjemah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2011), hlm. 84. 
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memiliki tugas sebagai fasiliator dalam menyelesaikan suatu masalah 

yang dihadapi oleh suami istri.
7 

Tetapi jika di khawatirkan akan terjadinya perpecahan maka kedua 

suami-istri dan saudara dari pihak keduanya disarankan untuk mengutus dua 

orang h}akam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara kedua suami 

istri tersebut. Dalam surat An-Nisa>‟ ayat 35 diisyaratkan bahwa dua orang 

h}akam harus mengetahui masalah pasangan suami-istri secara mendalam, 

karena dengan cara mengetahui seluk beluk dari masalah tersebut h}akam 

dapat membantu menyelesaian masalah dengan bijak dan mudah dalam 

mengambil keputusan.
8
 Pengangkatan h}akam yang dimaksud dalam ayat 

tersebut, yaitu tertutama bertugas untuk mendamaikan suami istri. Namun 

jika dalam keadaan terpaksa (mendesak) dan sudah berusaha sekuat tenaga 

mendamaikan suami-istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil 

keputusan menceraikan suami-istri tersebut.   

Apabila putusnya hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka 

kemudharatan akan terjadi. Sehingga dalam hal ini Islam membenarkan 

putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah 

tangga, sebab itu putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik. 

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang 

menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat  berujung 

pada perceraian. Dengan begitu Allah Swt mengantisipasi kemungkinan 

                                                           
7
 Muhammad Syaifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia, cet. Ke 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12. 
8
 Abu al-Hasan Ali al-Mawardi. Fiqh Madzhab Imam al- Syafi‟i, Juz 9 (Baerut: Daar al-

Kutub al-Ilmiyah), hlm. 601-602. 
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terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif 

terakhir yang tidak mungkin dihindari. Tetapi jalan paling baik untuk 

menyelesaikan konflik antara suami-istri adalah musyawarah oleh keluarga 

besar. Setelah dijelaskan diatas ada beberapa perbedaan pendapat ulama 

madzhab mengenai kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q 

sebagai alasan perceraian dalam mempertimbangkan keputusan menjaga 

keutuhan rumah tangga. 

Pertama, menurut Madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali h}akam itu 

berarti wakil. Sebagai wakil hakam tidak diperbolehkan menjatuhkan talak 

sebelum adanya persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami-istri, jadi 

h}akam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak sebelum adanya 

persetujuan dari pihak suami begitu juga h}akam dari pihak istri tidak 

diperbolehkan mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari pihak 

istri. Sehingga dapat dijelaskan bahwa menurut pendapat Hanafi, Syafi‟i dan 

Hambali h}akam memiliki batasan kedudukan yang tidaklah serta merta dapat 

memutuskan atau melanjutkan suatu hubungan pernikahan kedua belah pihak 

tersebut dikarenakan tidak memberi kedudukan penuh kepada h}akam untuk 

menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan hanya berada ditangan 

suami ataupun istri, sehingga tugas h}akam hanya mendamaikan kedua suami 

istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih. 
9 

                                                           
9
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qura>n (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), cet. Ke. 5, hlm.522. 
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Kedua, menurut Madzhab Maliki h}akam itu berarti hakim. Sebagai 

hakim, h}akam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri 

atau juga berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih 

dahulu kepada suami-istri.
10

 

Dari pemaparan pendapat ulama madzhab diatas kiranya dapat terlihat 

jelas bahwa madzhab yang membolehkan perceraian dengan alasan syiqa>q 

disini adalah pendapat dari madzhab Maliki, tetapi dalam menentukan 

kedudukan seorang h}akam Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan dua 

orang h}akam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan tersebut 

keduanya dapat bertindak menurut apa yang telah dianggapnya baik tanpa 

persetujuan kedua suami istri tersebut baik itu bertujuan untuk mendamaikan 

atau menceraikannya dengan berupa uang tebusan ataupun menceraikannya 

tanpa uang tebusan. Pada realitanya, kebolehan perceraian bagi pasangan 

suami istri dengan alasan syiqa>q serta tidak ada harapan untuk rukun kembali. 

Umumnya perkawinan yang diwarnai dengan keributan dan 

percekcokan justru tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. 

Sedangkan Imam Hanafi, Syafi‟i dam Hambali tidak memberi wewenang 

penuh kepada h}akam untuk menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan 

hanya berada ditangan suami ataupun istri, sehingga tugas h}akam hanya 

mendamaikan kedua suami istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih. Oleh 

sebab itu pendapat yang lebih maslahat dan mendekati relevansi hukum 

formil yaitu adalah pendapat dari madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali, 

                                                           
10

 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), hlm. 130. 
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karena selain lebih realistis dan mendekati kebaikan bersama juga lebih 

sesuai dengan isyarat yang siberikan dan diperintahkan oleh Al-Qur‟an dalam 

surat An-Nisa>‟ ayat 130, yang dimana membolehkan perceraian. Sehingga 

baik atas pendapat golongan yang telah mengatakan h}akam berkedudukan 

sebagai wali atau sebagai hakim keduanya harus memenuhi syarat yang 

ditetapkan syara‟ yaitu keduanya telah dewasa, berakal sempurna, laki-laki, 

muslim dan bersikap adil. Keduanya tidak diisyaratkan harus berasal dari 

keluarga suami istri.
11

 

Melihat perbedaan kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara 

syiqa>q sebagai alasan perceraian, maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN H}AKAM 

DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQA>Q SEBAGAI ALASAN 

PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DAN 

RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN” 

B. Definisi Oprasional 

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

memaknai makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 

akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun 

benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kedudukan 

sering dibedakan antara pengertian keduudkan (status) dan kedudukan 

                                                           
11

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 61. 
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sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial 

adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan 

kewajiban.  

2. Syiqa>q  

Syiqa>q adalah kondisi tidak stabilnya ikatan pernikahan 

disebabkan adanya pertengkaran atau percekcokan diantara suami-istri 

yang terus menerus dan membutuhkan penengah untuk dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Konflik antara suami istri itu ada 

beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami 

mengalami keputusan berpisah yang berupa talak, maka konflik tersebut 

antara lain adalah syiqa>q.
12

 

3. H}akam  

H}akam adalam juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak 

suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui 

keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri 

tersebut.
13

 

4. Ulama Empat Madzhab 

Ulama Empat Madzhab merupakan para Imam madzhab yang 

hasil pemikirannya sangat berpengaruh. Lahirnya madzhab-madzhab 

tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dan beragam produk hukum. 

                                                           
12

 Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, ed. I. Cet. 3, hlm. 128. 
13

 Tihami, Sohari, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap ( Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), Ed. I. Cet 4, hlm. 189-190.  
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Metodelogi, teori, dan kaidah-kaidah ijtihad yang berbeda tersebut 

menjadikan pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Yang dimaksud 

dalam ulama empat madzhab disini yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab 

Maliki, Madzhab Syafi‟i dan Madzhab Hambali.
14

 

5. Relevansi Konteks Keindonesiaan 

Relevansi secara umum adalah kecocokan. Relevan adalah 

bersangkut paut, berguna secara langsung (Kamus Bahasa Indonesia). 

Relevansi berarti kaitan, hubungan. Relevansi ialah sesuatu sifat yang 

terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam 

memecahkan kebutuhan akan informasi. Sedangkan Konteks 

Keindonesiaan merupakan sebuah watak pemikiran yang khas sesuai 

adat, kultur dan budaya Indonesia secara umum.  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis gambarkan diatas, maka pokok 

masalah ini adalah: 

1. Bagaimana penjelasan pendapat empat madzhab tentang kedudukan 

h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian? 

2. Bagaimana analisis relevansi pendapat empat madzhab tentang h}akam 

dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian dengan 

konteks keindonesiaan? 
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 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 

20.  
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penjelasan pendapat empat madzhab mengenai kedudukan 

h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagaia alasan perceraian. 

2. Menganalisis bagaimana relevansi pendapat empat madzhab mengenai 

h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian 

dengan konteks keindonesiaan. 

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan di atas, manfaat 

yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini baik yang bersifat Teoritis 

maupun Praktis adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk  

dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas 

akademik khususnya Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab. 

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman tentang kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q 

sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks 

keindonesiaan.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami ketentuan-

ketentuan dari kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q 
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sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks 

keindonesiaan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah 

UIN SAIZU Purwokerto. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang 

sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari 

adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada 

dan yang akan diteliti. Dalam bahasan tentang kedudukan h}akam dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif empat 

madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan, maka penulis 

menelaah kembali penelitian-penelitian yang relavan terkait dengan penelitian 

ini. 

Eko Antono dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Tentang 

Syiqa>q Sebagai Alasan Perceraian”, menjelaskan mengenai perselisihan 

antara suami istri dalam syiqa>q merupakan alasan utama bagi suami istri 

tersebut untuk melakukan perceraian atau dengan kata lain bahwa perceraian 

tersebut terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami istri 

setelah tidak berhasil didamaikan oleh hakamin (dua orang penengah). Syiqa>q 

baru bisa terjadi apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan 

Agama ataupun dengan cara menggugat agar suaminya mejatuhkan talak 

kepadanya, tetapi jika suami tidak bersedia menjatuhkan talaknya, maka 
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Pengadilan Agama dengan putusan sela menyatakan kasus tersebut merupakan 

kasus syiqa>q. Dengan adanya syiqa>q tersebut maka dapat diharapkan bahwa 

perbuatan sewenang-wenang suami untuk menceraikan istri dengan talak 

dapat diimbangi dengan istri minta cerai pada suami melalui syiqa>q dengan 

kata lain pada hakikatnya kedudukan antara suami istri dalam Islam adalah 

sama sehingga jika memang keadaan memaksa maka istri berhak meminta 

cerai kepada suami.
15

 

Sulaeman Jajuli dalam Jurnalnya yang berjudul “Fenomena Al- 

Syiqa>q dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor”, 

menjelaskan mengenai percekcokan dalam rumah tangga disebut al-syiqa>q 

bila sampai batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami istri 

tersebut. Pemicu utama terjadinya al-syiqa>q datangnya dari pihak suami, jika 

suami melakukan perbuatan yang dapat menyakiti fisik dan hati serta perasaan 

istri, sehingga dari perbuatannya itu telah mengakibatkan dua belah pihak 

berlainan arah oleh karna itu terjadilah al-syiqa>q dalam rumah tangga. 

Terjadinya al-syiqa>q (kekerasan dalam rumah tangga) yang ada di Kota Bogor 

tersebut karena diakibatkan beberapa hal yaitu adanya ketidak fahaman suami 

dan istri tentang makna rumah tangga dalam Islam, suami merasa ingin 

menang sendiri dalam rumah tangga ketika terjadi konflik dan istri merasa 

tidak perduli terhadap kewajibannya dalam rumah tangga. Pihak Pengadilan 
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 Eko Antono,“Tinjauan Tentang Syiqa>q Sebagai Alasan Perceraian”, Skripsi 

(Surabaya: Universitas Airlangga, 1981). 



13 
 

 
 

Agama dapat menjadi solusi dalam mengambil langkah agar lebih dulu kasus 

tersebut diselesaikan dengan perantara hakim yang jujur dan benar.
16

  

Mukhamad Sukur, Nurush Shobahah dalam Jurnalnya yang berjudul 

“Syiqa>q Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, 

menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus (syiqa>q) antara suami istri. Pertengkaran 

tersebut masuk dalam klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat 

didamaikan. Syiqa>q dalam istilah fiqh berarti perselisihan antara suami istri, 

penyelesaian syiqa>q dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari 

pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dalam konteks Indonesia, 

penyelesaian syiqa>q dilakukan oleh hakim pada badan Peradilan yang ditunjuk 

menggunakan tata cara beracara di badan Peradilan tersebut. Sayyid Sabiq 

menyebutkan bahwa terdapat pandangan yang berbeda tentang hukum talak 

diantara para ulama. Mayoritas berpendapat dilarang terkecuali ada alasan 

pembenarnya. Madzhab Hanafi dan Hambali menganggap talak sebagai 

perilaku kufur atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT kepada 

umat-Nya. Perkawinan menurut Madzhab Hanafi dan Hambali adalah salah 

satu kenikmatan yang patut disyukuri. Sementara Al-Ghazali dalam bukunya 

menyingkap hakikat perkawinan menghukumi talak atau perceraian dengan 

mubah (dibolehkan), akan tetapi talak juga merupakan perbuatan yang paling 

dibenci Allah SWT.
17
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 Sulaeman Jajuli, “Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan 

Kota Bogor”, Jurnal Misykat al-Anwar. Vol. 28, No. 1, 2017, hlm. 18.   
17

 Sukur, Nurush, “Syiqa>q Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama 

Tulungagung”, Jurnal Ahkam, Vol. 9 No. I, Juli 2021, hlm. 4.  
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Fauzan Nento, Titin Samsudin dalam Jurnalnya yang berjudul 

“Perkara Syiqa>q Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo”, 

menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus (syiqa>q) antara suami istri. Alasan 

perceraian karena syiqa>q mempunyai karakteristik, yaitu: Melibatkan 2 orang 

hakam atau juru damai dari kedua belah pihak telah diubah dengan hakim 

mediator tunggal saja dan apabila para pihak menginginkan perkaranya masuk 

kedalam kasus syiqa>q maka haruslah dari awal pendaftaran gugatannya 

kemudian proses jalannya sidang berikutnya untuk hakamain tersebut 

statusnya bukan sebagai saksi melainkan hanya didengarkan keterangan atas 

usahanya mendamaikan pihak tersebut, sebab hakamain dari pihak tersebut 

harus mendapat persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan. Setelah 

mendengarkan keterangan dari hakamain kemudian Majelis Hakim meminta 

dua orang saksi dari pihak berperkara tersebut untuk memperkuat 

gugatannya.
18

  

Zaiyad Zubaidi, Miftahul Jannah dalam Jurnalnya yang berjudul 

“Perceraian Karena Syiqa>q Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam 

Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Bireuen Nomor 

0223/pdt.g/2015/MS.Bir)”, menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi 

akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqa>q) 

antara suami istri. Secara umum, putusan Mahkamah Syari‟ah Bireuen  

Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus 

                                                           
18

 Nento, Titin, “Perkara Syiqa>q Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo” 

Jurnal Al-Mizan, Vol. 14 No. 2, 2018, hlm. 236. 
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masalah yang dilihat oleh Hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya 

ketidak harmonisan dan perselisihan suami istri yang menyebabkannya. 

Dalam Islam, suami boleh menceraikan istri yang diketahui melanggar hak 

dan kewajibannya, dan suami boleh menentukan syarat yang diperkenakan 

untuk menceraikan istri.
19

  

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, ternayata belum ada 

tinjauan yang secara khusus membahas pendapat ulama empat madzhab. Oleh 

karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain 

dengan skripsi yang berjudul Kedudukan H}akam dalam Penyelesaian Perkara 

Syiqa>q Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan 

Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan. 

F. Metodelogi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun akan menggunakan 

beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian tersebut. Penelitian 

ini berfokus kepada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari 

metode pengumpulan data. Adapun jenis metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakan (library 

research),
20

 yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh 

berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber 

                                                           
19

 Zubaidi, Miftahul, “Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum 

Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir)”,  Jurnal 

Samarah, Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 512-513. 
20

 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian, ( Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11. 
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pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan serta data yang 

diperoleh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam ysng 

bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah dan Kitab Fiqh yang berkaitan 

dengan pendapat empat madzhab tentang kedudukan h}akam dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian dalam konteks 

keindonesiaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana 

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara menelaah dan menghimpun teori-teori, konsep, asas serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan 

ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yang mana dengan 

mempelajari buku-buku, kitab-kitab dan dokumen ataupun bahan lainnya 

yang berhubungan dengan kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara 

syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif  empat madzhab tersebut dalam 

konteks keindonesiaan. 

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan 

data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian 

ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data 

skunder. 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat 

memeberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data 

pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.
21

 Karena penelitian ini 

merupakan sebuah penelitian kepustakaan (library research), maka dari 

itu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Kitab Al-Muwa>t}a> sebagai rujukan dari pendapat madzhab Maliki, Kitab 

Al- Umm sebagai rujukan dari pendapat madzhab Syafi‟i, dan Kitab Al-

Mughni karya Ibnu Qudomah sebagai rujukan dari pendapat madzhab 

Hambali. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data skunder atau data kedua yang diperoleh lewat 

pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitian. Sumber data skunder seperti buku, makalah, dan berbagai 

hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pembahasan kedudukan  

h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian 

perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan. Sumber data 

sekunder yang digunakan pada penelitian ini yakni antara lain: Kitab al-

Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu karya Wahbah Az- Zuhaili sebagai 

pendukung dari pendapat madzhab Hanafi, Problematika Hukum 

Keluarga Islam Kontemporer karya Satria Effendi, Fiqih Wanita (Edisi 

Lengkap) karya Kamil Muhammad, Fiqih Munakahat karya Abdul Aziz 

                                                           
21

 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

(Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10. 
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Wahab, Hukum Kekeluargaan Indonesia karya Sayuti Thalib, Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum 

Positif) karya Wasman Nuroniyah, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 

karya PT. Bina Ilmu Offiset, Mediasi dalam Tinjauan Hukum 

Islamndan Hukum Positif karya Muhammad Syaifullah, Tafsir al-

misba>h : Pesan, Kesan, dan Kerserasian Al-quran karya M. Quraish 

Shihab, Risalah Fiqih Wanita karya Maftuh Ahnan. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus 

penelitian tersebut. Metode dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau berupa 

data-data penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi, buku, maupun kitab 

yang membahas tentang kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara 

syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam 

konteks keindonesiaan. 

d. Metode Analisis Data 

Metode analisis adalah menguraikan suatu pokok atau berbagai 

bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan serta pemahaman arti dari 



19 
 

 
 

keseluruhan.
22

 Sedangkan metode analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode content analysis. Metode ini diartikan 

sebagai teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data 

berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

tentang pembahasan kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara 

syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan 

relevansinya dalam konteks keindonesiaan yang bersifat analisis 

relevansi. Jadi penulis disini berusaha untuk menjabarkan pemahaman 

pendapat dari ulama empat madzhab tentang kedudukan h}akam dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan perceraian perspektif empat 

madzhab dalam konteks keindonesiaan. 

G.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab 

yang masing-masing bab membahas persoalan sendri, tetapi saling berkaitan 

satu dengan yang lain agar bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami 

skripsi ini. Adapun sistematika penulisan prososal skripsi tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Bab I meliputi Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

masalah, definisi oprasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, sistematika pembahasan dan outline. 

                                                           
22

 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 

hlm. 85. 
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Bab II meliputi tentang biografi dan sejarah madzhab Hanafi , madzhab 

Maliki, madzhab Syafi‟i dan madzhab Hambali latar belakang pemikirannya 

serta karya-karyanya.  

Bab III meliputi tentang Tinjauan umum pembahasan tentang syiqa>q 

dan h}akam dalam konteks keindonesiaan. 

Bab IV meliputi inti pembahasan penelitian yang berisi tentang 

kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan 

perceraian perspektif empat madzhab tentang analisis relevansi pendapat 

tentang kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q sebagai alasan 

perceraian dengan konteks keindonesiaan tersebut. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. 

Kesimpulan pada bab ini merupakan inti pembahasan dari analisis masalah 

yang menjadi jawaban dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian saran-saran 

yang menjadi masukan atas hal penelitian tersebut. 
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BAB II 

SYIQA>Q DAN H}AKAM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Syiqa>q 

1. Pengertian Syiqa>q 

Dalam hubungan perkawinan tidak dapat dipungkiri akan adanya 

perselisihan antara suami istri baik secara intern yang mana masih dapat 

diatasi berdua ataupun persengketaan suami istri itu sudah sedemikian rupa 

memuncaknya, apabila suami istri sudah tidak dapat menemukan jalan 

keluarnya barulah diperkenankan untuk meminta bantuan dari pihak lain. 

Situasi konflik suami istri yang sudah parah ini disebut dengan syiqa>q.
23

 

Syiqa>q menurut istilah fiqih adalah perselisihan sumi-istri yang 

diselesaikan oleh dua orang h}akam, yaitu seorang h}akam dari pihak suami 

dan seorang h}akam dari pihak istri.
24

 Syiqa>q mengandung arti pertengkaran, 

yang mana berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak 

dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqa>q merupakan indikasi 

puncak krisis rumah tangga dan sekaligus sebab putusnya perkawinan. Hal 

ini akan membawa malapetaka bagi kedua belah pihak. Terjadinya 

perbedaan, pertengkaran, dan kemarahan serta segala yang mengingkari 

cinta diantara suami istri, jika cinta hilang maka akan berubah lah pilar-pilar 

perkawinan. Mereka berdua jatuh kelembah kehidupan yang susah dan 
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 Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II (Dilengkapi Dengan UU NO. 1/1974 Dan 

Kompilasi Hukum Islam), Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11. 
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 Wasman nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan 

Hukum Positif) ( Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 121. 
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pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya kesatuan dan kekompakan 

segala hal yang berhubungan dalam rumah tangga merupakan kunci 

kesuksesan dan kebahagian berlangsungnya hubungan 

pernikahan.
25

Sedangkan syiqa>q dalam bahasa Arab ٌ(ٌ-ييشىاؽيٌٌ-)شىاؽى شًقىاؽن  

yang artinya sisi, perselisihan, perpecahan, pertentangan atau 

persengketaan.
26

 

Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik 

tersebut, maka akan menjadi kewajiban kaum muslimin memprioritaskan 

kewajiban kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikannya, dengan cara 

memilih pendamai dari pihak suami istri yang sedang berselisih bertujuan 

agar keduanya dapat mendamaikan serta memberikan kebaikan dan 

perbaikan melalui cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-

laki dan seorang h}akam dari pihak keluarga perempuan.
27

  

Perselisihan dalam ilmu fiqih yaitu jika antara suami istri berselisih 

yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya 

tidak diperhatikan, maka suami diperbolehkan untuk memukul dengan 

alasan yang bersifat mendidik istri yang membangkang serta istri juga tidak 

berhak diberi nafkah dan jika berlanjut maka dapat dipertimbangkan oleh 

keputusan Pengadilan Agama apakah pernikahan dapat diteruskan atau 

                                                           
25

 Ridwan Jamal, “Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Yang Didasarkan Atas Alasan 

Syiqa>q”, Jurnal Ilmiah Al-Syari‟ah, Vol 2, No 2, 2016, hlm 6. 
26

 Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan H}akam Pada Perkara Syiqa>q 

Di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” , Jurnal Nurani, Vol. 19, No. 

1, Juni, 2019, hlm. 15.  
27

 Ali Yusuf As-Subki,  Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam ( Jakarta: 

Amzah, 2010), hlm. 322.  
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diputuskan. Oleh karena itu untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang 

meruncing antara suami istri, Islam memerintahkan agar diputuskan dua 

orang hakam salah satunya dari masing-masing pihak suami maupun istri. 

Pengutusan h}akam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya 

syiqa>q dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian 

terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri yang 

sedang berselisih. 
28

   

2. Dasar Hukum Syiqa>q 

Dasar hukum syiqa>q ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa>‟ 

Ayat 35, yaitu: 

اٌفىابػٍعىشيوٍاٌحىكىمناٌخًفٍتيمٌٍكىاًفٌٍ  ٌبػىيٍنًهًمى نٌٍاىىٍلًهىاٌاًفٌٍيُّرًٌٌشًقىاؽى امًٌ نٌٍاىىٍلًوًٌكىىىكىمن مًٌ  
آٌاًصٍلىٌٌ ايٍدى بًيػٍرناٌحن نػىهيمىاٌاًفٌَّاللَّّىكٌىافىٌعىلًيٍمناٌخى بػىيػٍ 29يػُّوىفًٌقًٌاللَّّيٌ   

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang h}akam (juru pendamai) dari keluarga laki-

laki dan seorang h}akam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 

h}akam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT 

memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa>‟: 35). Sedangkan 

h}akam adalah orang yang diutus dari kedua belah pihak suami dan 

istri yang memiliki tugas sebagai fasiliator dalam menyelesaikan 

suatu masalah yang dihadapi oleh suami istri.
30

 

Berdasarkan firman Allah SWT pada ayat tersebut, jika terjadi 

kasus syiqa>q antara suami istri maka haruslah diutus seorang h}akam dari 

masing-masing pihak suami istri tersebut untuk mengadakan penelitian 

                                                           
28

 Shalih As-Sadlan, Kesalahan-Kesalahan Istri (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 
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dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya syiqa>q serta usaha 

untuk mendamaikan atau mengambil putusan dalam perkara perselisihan 

dalam hubungan perkawinan mereka. Maka dari itu, perintah pada ayat 

diatas agar kedua juru damai (h}akam) dianjurkan berasal dari masing-

masing keluarga suami istri yang sedang berselisih, hal itu karena jika 

keduanya berasal dari keluarga masing-masing suami istri, maka di satu 

sisi mereka akan lebih banyak membantu dan lebih mengetahui 

permasalahan yang terjadi dan di sisi lain mereka juga lebih tau keadaan 

masing-masing dari suami istri yang sedang berselisih. Kedua juru damai 

(hakam) itu wajib untuk berusaha mencari kemaslahatan bagi suami istri 

dengan cara melanggengkan hubungan mereka atau mengakhirinya dengan 

menceraikan keduanya.
31

 

Mengenai kedudukan yang dimiliki oleh kedua h}akam para ulama 

berpendapat, menurut madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali h}akam itu 

berarti wakil. Sebagai wakil h}akam tidak diperbolehkan menjatuhkan talak 

sebelum adanya persetujuan dari orang yang diwakili, yaitu suami-istri. 

jadi h}akam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak sebelum 

adanya persetujuan dari pihak suami begitu juga h}akam dari pihak istri 

tidak diperbolehkan mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan 

dari pihak istri. Sehingga dapat dijelaskan bahwa menurut pendapat 

Madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali h}akam memiliki batasan kedudukan  

yang tidaklah serta merta dapat memutuskan atau melanjutkan suatu 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 61.  
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hubungan pernikahan kedua belah pihak tersebut dikarenakan Imam 

Hanafi, Syafi‟i dan Hambali tidak memberi kedudukan (wewenang) penuh 

kepada h}akam untuk menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan 

hanya berada ditangan suami ataupun istri sehingga tugas h}akam hanya 

mendamaikan kedua suami istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih. 
32

 

Kedua h}akam tadi hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam 

mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan antara 

suami istri. kedua h}akam tersebut juga hendaklah dari kalangan orang 

yang jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan solusi terbaiknya, 

bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak 

diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka juga harus tetap 

bersandar pada kebenaran.
33

 

3. Macam-Macam Kriteria Terjadinya Syiqa>q 

Ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah 

tangga serta dapat disebut sebagai perkara syiqa>q: 

a. Perkara syiqa>q di dalam kemudharatan karena kedzhaliman suami 

terhadap istrinya, yaitu dengan perbuatan ataupun ucapan yang 

menyakitkan membuat hilangnya harga diri, serta mendorong untuk 

melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
34

 Hal ini 

dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku buruk dan sulit 
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menghilangkan nusyuz-nya.
35

 Untuk menghindari dari perpecahan kedua 

suami istri dan keluarga wajib mengutus dua orang h}akam yang 

bermaksud memperbaiki hubungan antara suami istri tersebut. Dalam 

surat An-Nisa>‟ ayat 35 menjelaskan bahwa dua orang h}akam harus 

berasal dari salah satu keluarga kedua belah pihak suami istri untuk 

mengetahui masalah pribadi dari masing-masing pasangan suami istri, 

karena dekatnya hubungan dengan mereka dapat membantu 

menyelesaikan masalah perselisihan tersebut dengan mudah. 

b. Perkara syiqa>q yang berasal dari ketidaksesuaian perlakuan istri terhadap 

suami dikarenakan nusyuz-nya istri, yaitu dimana istri tidak melakukan 

kewajiban dan tidak taat kepada suaminya.
36

 Maka itu untuk mencegah 

nusyuz istri terjadi berulang-ulang, hal yang perlu dilakukan adalah 

hendaknya suami memberikan pelajaran yang paling ringan di antara 

cara-cara yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa>‟ 34 dimana dengan 

cara memberi nasihat kepada istri, dan apabila nasihat tersebut tidak 

merubahnya maka suami meninggalkan tempat tidurnya, dan jika cara itu 

masih belum merubah sikap istrinya maka suami diperbolehkan untuk 

memukul istrinya untuk sekedar memberikan peringatan yang sifatnya 

sebagai pembelajaran namun tidak dengan unsur melukai. 
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4.  Syiqa>q Dalam Konteks Keindonesiaan 

Dalam penjelasan Pasal 76 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 syiqa>q 

diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami 

istri. pengertian syiqa>q yang dirimuskan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam 

Surat An-Nisa>‟ ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan 

apa yang dirimuskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f UU No.1 

Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam: “ Antara suami dan istri terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan aka hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga”. Dapat dikatakan hampir sama karena 

didalamnya terdapat unsur perselisihan yang terjadi terus-menerus antara 

suami istri, namun ada juga perbedaan dalam hal apakah keputusannya 

masih ada harapan untuk rukun atau tidaknya suatu pernikahan itu. Dalam 

syiqa>q masih ada harapan untuk rukun kembali, namun dalam ketentuan 

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada harapan lagi untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga suami istri tersebut.
37

  

B. Tinjauan Umum Tentang H}akam  

1. Pengertian H}akam 

H}akam berasal dari bahasa Arab al-Hakamu yang berarti wasit 

atau juru penengah. Dalam kamus bahasa Indonesia h}akam berarti 

perantara, pemisah, atau wasit. Dalam kamus Yunus, hakam artinya hakim 
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atau pemisah. Sedangkan h}akam secara istilah adalah orang yang diangkat 

sebagai mediator (juru damai, pemisah atau hakim) untuk mendamaikan dua 

pihak yang berselisih yang mana masing-masing kedua belah pihak baik 

dari suami maupun istri mengutusnya sebagai perwakilan dalam 

penyelesaian permasalahan antara keduanya.
38

  

Hakam menurut Slamet Abidin yaitu juru damai yang dikirim oleh 

kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan diantara keduanya, 

tanpa diketahui keadan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara 

keduanya, jadi h}akam itu adalah juru damai atau mediator yang membantu 

menyelesaiakan masalah atau konflik.
39

  

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengartian h}akam. 

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hambali dan Imam Syafi‟i mengartikan 

bahwa h}akam itu berarti wakil atau sama hal dengan wakil, dengan 

demikian h}akam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum 

mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula h}akam dari pihak istri 

tidak boleh mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari pihak 

suami. Sedangkan menurut Imam Malik mengartikan bahwa h}akam itu 

sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat 

keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah 
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mereka akan memberi keputusan perceraian ataupun memutuskan agar 

berdamai kembali.
40

  

Adanya seorang h}akam merujuk kepada firman Allah Swt, dalam 

surat An-Nisa >‟ ayat 35. Ayat tersebut juga sekaligus menjadi dalil dari 

perintah untuk mengangkat seorang h}akam saat tidak menemukan solusi 

atas perselisihan yang dialami dalam menangani problem kericuhan dalam 

rumah tangga yaitu dipilihnya h}akam (arbitrator) dari masing-masing pihak 

dengan adanya perantara tersebut bermaksud akan lebih mengetahui 

karakter dari kedua belah pihak suami-istri dan sifat keluara mereka sendiri, 

hal ini akan membuat lebih mudah untuk mendamaikan suami-sitri yang 

sedang berselisih.
41

 Sedangkan menurut konsep hukum Islam, h}akam adalah 

oarang yang ditetapkan oleh hakim dari pengadilan. Namum bila ada 

seseorang yang memiliki kriteria h}akam dalam keluarga kedua pihak yang 

bersengketa, maka disunnahkan agar dapat mengangkatnya sebagai h}akam. 

Menurut syariat Islam, disunnahkan agar dua h}akam itu harus 

berasal dari keluarga suami dan keluarga istri. dengan syarat, mereka harus 

bisa memenuhi kriteria dari seorang h}akam. Jika tidak ada, maka boleh 

mengambil h}akam dari pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim. 

Meskipun h}akam ditetapkan oleh hakim, tapi Islam juga mengutamakan 

agar hakim mengangkat h}akam dari keluarga suami maupun istri yang 

berselisih karena biasanya mereka (orang yang dekat dengan suami maupun 
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istri) sehingga lebih mengetahui keadaan dari keduanya, sehingga 

kemungkinan untuk mendamaikan keduanya sangat besar.
42

 

Dari pengertian yang disimpulkan  di atas bahwa h}akam adalah dua 

orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan dalam 

rumah tangga melalui perundingan atau musyawarah agar bertujuan untuk 

mencapai putusan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing 

pihak bersangkutan guna mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak 

suami-istri yang sedang bersengketa dengan  mendatangkan kebaikan bagi 

keduanya. 

2. Dasar Hukum Hakam 

Adapun dasar hukum h}akam berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist, 

yaitu:  

a. Al-Qur‟an 

Surat An-Nisa>‟(4) ayat 35: 

نٌٍاىىٍلًهىاٌاًفٌٍيُّرًٌٌخًفٍتيمٌٍكىاًفٌٍ امًٌ نٌٍاىىٍلًوًٌكىىىكىمن ٌبػىيٍنًهًمىاٌفىابػٍعىشيوٍاٌحىكىمنامًٌ شًقىاؽى  
آٌاًصٍلىحناٌ رنايٍدى بًيػٍ اٌاًفٌَّاللَّّىكٌىافىٌعىلًيٍمناٌخى نػىهيمى بػىيػٍ 43يػُّوىفًٌقًٌاللَّّيٌ   

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang h}akam (juru pendamai) dari keluarga laki-

laki dan seorang h}akam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT 

memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa>‟: 35). 

 

H}akam mengenal hakikat suami istri sampai kelubuk batinnya. 

Mereka mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami istri, karena 

                                                           
42

 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 

262.  
43

  Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’a>n dan Terjemah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2011), hlm. 84. 



31 
 

 
 

yang menjadi sebab persengketaan itu bersifat  batiniyah, tersembunyi, 

suami istri tidak mau membukanya dihadapan orang lain, sehingga 

hikmah dipilihnya h}akam dari keluarga kedua belah pihak adalah sudah 

tepat.
44

 Diangkatnya h}akam dari keluarga suami istri disini, karena 

mereka yang merasa bahagia apabila suami istri itu bahagia dan merasa 

susah apabila terjadinya perselisihan dalam rumah tangga suami istri 

yang sedang berselisih. Oleh karena itu h}akam hendaknya berusaha 

sekuat tenaga untuk menyelamatkan rumah tangga dari perpecahan 

(syiqa>q) yang sedang terjadi. Dipilihnya hakam dari keluarga masing-

masing pihak suami istri sendiri juga bermaksud agar persoalan dan 

rahasia keluarga tersebut masih berkisar dalam lingkungan keluarga 

secara intern guna memelihara rahasia keluarga tidak meluas di dengar 

masyarakat luar. Tujuan bertakhim dalam masalah syiqa>q disini adalah 

semata-mata untuk mendamaikan suami istri, mencari jalan keluar dari 

perselisahan sebagai ganti dari perpecahan. Takhim dimaksudkan 

sebagai jalan untuk memadamkan api perselisihan suami istri, 

melenyapkan sebab-sebab kemarahan hati, setelah kedua suami istri 

sendiri tidak mampu mengatasi persoalan tersebut sendiri.
45

  

Perkara syiqa>q yang timbul dari suami istri atau keduanya 

apabila masing-masing dari keduanya tidak melaksanakan kewajiban 

yang mesti dipikulnya, maka secara kronologis Ibnu Quddamah 
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menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya 

konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya 

istri, ditempuh dengan jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus 

nusyuz. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuz-nya suami, 

maka maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk 

menasihatinya agar tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau 

sebab konflik timbul dari keduanya dan kedunya saling menuduh pihak 

lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari 

seseorang yang berwibawa untuk menasihati keduanya. 

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil 

dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka 

hakim menunjuk seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan 

konflik tersebut. Kepada keduanya diberi wewenang untuk menentukan 

kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin 

menceraiakan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana 

yang paling baik dan mungkin diikuti.
46

 

Dalam ayat memang disebutkan dua orang h}akam itu berasal 

dari salah satu masing-masing pihak suami dan pihak istri. Jumhur 

Ulama mengatakan bahwa kedua orang h}akam itu tidak dipersyaratkan 

dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya memang berasal dari 
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kedua pihak masing-masing keluarga, karena dianggap lebih sayang 

dan lebih mengetahui persoalan di bandingkan dengan yang lainnya. 

Dari bunyi beberapa ayat tersebut jelas bahwa tugas h}akam adalah 

mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat 

dihindarkan. Namun bila menurut pandangan keduanya tidak ada cara 

lain kecuali cerai, maka keduanya dapat menempuh jalan tersebut. Dari 

tiga ayat diatas usaha antisipasi tersebut semakin jelas bahwa Allah 

SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian 

antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan kemungkinan lain 

dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.
47

  

b. Hadist  

Hadist yang menjelaskan tentang h}akam adalah sebagai berikut: 

،ٌعىنٌٍمىالًكٌأىنَّ ثىنًٌٍِيَىٍيَى ٌ:ٌفٌٍِالحىكىمىيًٌٍْالٍىذًيٍنىٌقىاؿىٌكىحىدى ٌقىاؿى ٌبٍنىٌأىبٌٍِطىالًبو ٌويٌبػىلىغىويٌأىفٌَّعىلًيَّ
اٌ اٌمًنٌٍأىىٍلًهى اٌمًنٌٍأىىٍلًوًٌكىحىكىمن ٌبػىيٍنًهًمىاٌفىابػٍعىثػيوٍاٌحىكىمن ٌ:ٌ)كىإًفٌٍخًفٍتيمٌٍشًقىاؽى ٌكىتػىعىالَى تػىبىارىؾى ٌاللهيٌ
اٌيػيوىفًٌقًٌاللهيٌٌ حن اٌإًصٍلاى تًمىاعى إًفٌٍييريًٍدى ٍِ اٌالفًرٍقىةىٌكىاجًْ بًيػٍرنا(ٌإًفٌَّإلًىيٍهًمى نػىهيمىاٌإًفٌَّاللهىكٌىافىٌعىلًيٍمناٌخى ٌٌبػىيػٍ
لًٌٌ يِ اٌبػىيٍْىٌالرَّ ٌقػىوٍلُييمى ٌمًنٌٍأىىٍلًٌالعًلٍمًٌأىفٌَّالحىكىمىيًٌٍْيَىيوٍزي عٍتي ٌأىحٍسىنيٌمىاٌسَىً ٌ:ٌذىلًكى ٌمىالًكي ٌقىاؿى

تًمىاعًٌٌكىاًمٍرىأىتوًًٌفٌٍِالفًرٍقىةًٌ ٍِ   كىاجًْ

 “Yahya bercerita kepadaku (hadits) dari malik bahwa ia telah 

menyampaikan bahwa „Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua 

orang penengah yang difirmankan Allah ta‟ala: (Dan jika kamu 

khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari 

keluarga perempuan, jika kedua orang h}akam itu bermaksud 

mengadakan perbaiakan, niscaya Allah memberi taufik kepada 

suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal), Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada 

mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar 
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dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang 

penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.
48

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan  

h}akam telah Allah SWT firmankan melalui Surat An-Nisa>‟ ayat 35. 

Diutusnya h}akam kepada kedua belah pihak bermaksud untuk 

mengajak kepada kebaikan, sehingga Allah SWT akan memberikan 

taufik kepada suami istri tersebut. Kedudukan h}akam menurut pendapat 

Imam Malik disini menunjukkan bahwa dua orang h}akam tersebut 

memiliki kedudukan sepenuhnya untuk menangani perkara syiqa>q 

terhadap suami istri ysng sedang berselisih tersebut. 

3. Syarat Pengangkatan H}akam 

Terdapat dua aliran dalam ilmu fiqih (munakahat) tentang hukum 

pengangkatan h}akam dalam perkara syiqa>q, sebagian berpendapat bahwa 

hukumnya adalah Sunnah dan sebagian lagi berpendapat bahwa 

hukumnya adalah Wajib. Syahid al-Tsani berpendapat masalah hakam 

adalah wajib dan perlu, karena kewajiban bagi pemerintah untuk 

menjaga agar hal tersebut dilaksanakan. Sedangkan, Sayyid Muhammad 

Rasjid Ridha dalam tafsir al- Mana>r menjelaskan bahwa pembentukan 

h}akam adalah wajib, tetapi Rasyyid Ridha justru menekankan pentingnya 

langkah praktis dan aktual untuk memenuhi perintah tegas tentang 

h}akam, dari pada memperdebatkan hukumnya wajib atau sunnah.
49

 

Menurut syariat Islam, disunnahkan agar pengangkatan h}akam itu berasal 
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dari keluarga suami dan keluarga istri, karena orang yang dekat dengan 

keluarga suami-istri lebih mengetahui keadaan keduanya, sehingga 

kemungkinan untuk mendamaikan keduanya sangat besar. Tetapi  

dengan syarat mereka harus terlebih dahulu bisa memenuhi kriteria dari 

seorang h}akam.
50

      

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mngangkat 

seorang h}akam, yaitu siapa yang berhak mengakat h}akam tersebut. Para 

ulama fiqih berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat h}akam: 

1. Menurut pendapat Imam Syafi‟i menyatakan bahwa yang berhak untuk 

mengangkat h}akam adalah suami istri yang berselisih serta berasal dari 

pihak keluarga.  

2. Menurut pendapat Sayyid Sabiq tidak diisyaratkan h}akam dari pihak 

keluarga, jika keduanya bukan dari pihak keluarga dari masing-masing 

pihak juga diperbolehkan, sedangkan perintah dalam surat An-Nisa >‟ 

ayat 35 tersebut bersifat sunnah.  

3. Menurut tafsir al-Kasysya>f, latar belakang h}akam harus dipilih dari 

anggota keluarga dari suami maupun istri, karena orang yang terdekat 

lebih mengetahui posisi suami istri yang bersangkutan. Disamping 

karena mereka berkerabat, mereka juga akan lebih mau 

mengungkapkan isi hati mereka dihadapan keluarga sendiri daripada 

kepada orang lain.
51
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Dengan mengambil h}akam dari masing-masing keluarga suami-

istri diharapkan masalah antara suami istri tersebut tidak sampai diketahui 

orang lain. Masing-masing bisa menjaga rahasia itu karena mereka masih 

terlibat dalam hubungan keluarga, sehingga ikatan kekeluargaan mereka 

tidak terputus. Namun apabila tidak ada h}akam dari pihak keluarga maka 

h}akam boleh diangakat dari pihak diluar keluarga atau apabila tidak ada 

keluarga yang dapat dan mau menjadi h}akam, maka Pengadilan Agama 

boleh menunjuk salah seorang dari pegawainya atau orang lainnya yang 

dapat menjadi h}akam, dengan catatan harus sesuai kriteria sebagai h}akam 

terlebih dahulu.  

Berdasarkan uraian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa h}akam harus berasal dari keluarga kedua pihak. Meskipun h}akam 

diangkat atau ditetapkan oleh hakim Pengadilan, tapi tetap disunnahkan agar 

hakim mengangkat h}akam dari keluarga suami maupun istri dengan catatan 

ia memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi seorang h}akam.
52

 Berikut 

adalah kriteria-kriteria bagi seorang h}akam menurut Hukum Islam:  

a. Muslim. 

b. Ba>ligh. 

c. Berakal.  

d. Laki-laki. 

e. Merdeka. 

f. Bewawasan Luas. 
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g. Faqih (Memahami Ajaran Islam). 

h. Adil. 

i. Jujur. 

j. Ikhlas dalam menjalankan tugas karena Allah Swt. 

k. Taqwa dan wara‟, dan 

l. Dianjurkan dari keluarga dekat dengan suami-istri. 

Menurut Wahbah Zuhaili syarat dua orang h}akam adalah 

profesional, dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang 

dibebankan kepada keduanya, dan disunnahkan untuk keduanya berasal 

dari masing-masing keluarga pasangan suami istri. Jika keduanya bukan 

dari keluarga suami istri, maka hakim akan mengutus dua orang yang 

mana sebaiknya dua orang itu adalah tetangga pasangan suami istri yang 

mengerti kondisi suami istri serta mempunyai kemungkinan untuk 

mendamaikan keduanya.
53

 Syarat profesional seorang h}akam yang 

dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti syiqa>q 

dapat diatasi dengan cepat dan baik. 

Syarat kedua h}akam adalah dua orang laki-laki adil dan cakap. 

Menurut Imam Nawawi bahwa seorang h}akam harus laki-laki cakap dan 

sholeh. Hal ini bermaksud agar perselisihan yang terjadi antara suami 

istri dapat didamaikan (islah). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq syarat 

seorang h}akam adalah laki-laki yang adil dan cakap, mempunyai 

pengetahuan tentang diri kedua suami istri tersebut serta mampu untuk 
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mengadakan perdamian diantara keduanya, dan diutamakan kedua 

penengah tersebut haruslah berasal dari keluarga suami istri, atau boleh 

juga orang lain yang bisa mengetahui penyebab perpecahan antara suami 

istri dan orang lain tersebut sedapat mungkin diusahakan juga 

memberikan perdamaian.
54

 

Berdasarkan beberapa syarat yang telah disampaikan oleh ulama 

diatas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat diatas lebih disebabkan 

oleh kasus syiqa>q yang mana merupakan percekcokan yang serius dan 

berakibat fatal (cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan disini agar 

seorang h}akam tegar dalam mengkaji, menyelidik serta menyelesaikan 

perkara tersebut. Sedangkan persyaratan adil yang dimaksud agar h}akam 

yang menangani masalah syiqa>q dapat benar-benar memahami 

masalahnya untuk mempertimbangkan hasil akhirnya, bercerai atau 

meneruskan rumah tangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh 

mereka yang sedang berselisih.  

Dalam ayat yang membahas tentang h}akam dikatakan bahwa 

h}akam itu berasal dari keluarga kedua belah pihak suami istri, akan tetapi 

diperbolehkan adanya pihak ketiga yang berasal dari luar keluarga kedua 

belah pihak jika jika dapat dianggap lebih maslahat dan membawa 

kerukunan rumah tangga, karena hubungan kekerabatan tidak merupakan 

syarat sah untuk menjadi h}akam dalam penyelesaian sengketa syiqa>q. 

Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari 
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perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dah hal ini juga 

dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah 

pihak suami istri.
55

  

Dasar alasan kuat pihak keluarga menjadi h}akam adalah lebih 

mengetahui seluk-beluk dari rumah tangga serta pribadi masing-masing 

suami istri sehingga mengutus seorang h}akam dari kedua belah pihak 

lebih diutamakan. Asal pengangkatan h}akam dari pihak keluarga adalah 

mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga 

kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekcokan yang 

terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk 

menyampaikan keluh kesahnya dapat dilakukan tanpa banyak 

hambatan.
56

  

4. Kedudukan H}akam  

H}akam adalah orang yang memiliki otoritas (kedudukan) dan 

kewajiban.
57

 Sementara orang yang diserahi kepercayaan itu tidak 

mempunyai kedudukan apapun, karena tugas h}akam yaitu untuk 

menetapkan status perkawinan suami istri yang syiqa>q yang mana apakah 

hubungan perkawinan itu akan tetap berlangsung ataupun tidak. Sebab, 

apabila dilihat masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi 
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madharat yang mungkin akan timbul akibat syiqa>q selain melalui talak 

atau perceraian,
58

 yaitu sebagai berikut: 

a. H}akam berperan sebagai sarana penghubung dalam penyelesaian 

perselisihan informal yang diwakili oleh masing-masing salah satu 

orang dari pihak yang sedang berselisih. Oleh karena itu hanya para 

pihak yang berselisih saja yang dapat menentukan atau menunjuk 

orang untuk menjadi hakam sesuai kesepatan kedua belah pihak 

yang berselisih. 

b. H}akam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-

persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses penetapan penyelesaian 

perkara syiqa>q tersebut, hakam seharusnya terlebih dahulu 

menentukan waktu dan menyiapkan tempat untuk mengadakan 

pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah 

memperoleh dan dan informasi tentang keinginan-keinginan para 

pihak yang sedang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang 

dapat memuaskan dan menguntungkan bagi masing-masing pihak. 

Kelancaran dan ketertiban proses h}akam sangan menentukan 

berhasilnya proses h}akam dengan baik.  

Firman Allah dalam Surat An-Nisa>‟ ayat 35 :    

ا آٌإًطٍلىحن نػىهيمىآٌٌييريًدى بػىيػٍ يٌ يػيوىفًٌقًٌاللَّّ  إًفٌٍ 
 Artinya: “Jika kedua orang h}akam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik 

kepada suami istri tersebut”.  
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H}akam atau penengah dalam menyelesaian perselisihan tersebut 

juga harus memberi nasihat kepada kedua pasangan yang sedang 

berselisih, dimana salah seorang h}akam dari mereka berasal dari pihak 

suami maupun istri. Kedua h}akam yang diminta haruslah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan menghilangkan 

perpecahan yang terjadi diantara mereka, dimana dengan cara mereka 

haruslah jujur dalam mendamaikan keduanya disamping itu pula 

hendaknya mereka membimbing pihak yang sedang berselisih dengan 

mengantarkan mereka kepada kebenaran.
59

 Dalam masalah ini para 

ulama berbeda pendapat mengenai kewenangan h}akam, terutama 

kewenangan h}akam didalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang 

dihadapi suami istri. Secara garis besar pendapat mereka terbagi kepada 

dua golongan tentang apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua 

belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraiannya 

tanpa seizin suami. 

Pertama, menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi‟i dan 

Hambali menjelaskan bahwa beliau membolehkan dilalukannya 

pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan 

bagaimanapun besarnya kemudharatan tersebut tetapi tidak memberi 

kedudukan penuh kepada hakam untuk memutuskan. Karena mencegah 

kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, yaitu melalui 

cara mengadukan perkara ini kepada qa>dhi, dan dapat dikenakan 
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hukuman pemberian pelajaran kepada pihak laki-laki (suami) sampai dia 

mundur (menghilangkan) tindakan kemudharatan kepada istri, dengan 

kata lain h}akam tidak dapat menceraikan suami istri kecuali dengan 

kerelaan keduanya sebab h}akam hanya sebagai wakil dari masing-masing 

pihak suami istri yang sedang berselisih.   

Kedua, menurut pendapat Madzhab Maliki menjelaskan bahwa 

beliau membolehkan pemisahan akibat kemudharatan untuk mencegah 

pertikaian agar tidak sampai kehidupan suami istri tersebut menjadi 

neraka dan bencana. Imam Malik menyamakan kedua orang h}akam ini 

dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan 

antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan.
60

  

  Kedua orang hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan 

suami istri. Akan tetapi, keduanya melaporkan hasil temuan mereka 

kepada qa>dhi, yang mana berisikan penerimaan dan penolakan laporan 

keputusan yang telah h}akam buat. Perlu diperhatikan bahwa tugas kedua 

orang h}akam adalah mendamaikan atau tidak suami istri yang sedang 

berselisih. Kemudian laporan pemisahan ini diserahkan kepada qa>dhi, 

sebagai tindakan kewaspadaan terhadap perkara talak. Akan tetapi yang 

ditetapkan dalam madzhab Maliki yang sebagaimana telah dijelaskan 

bahwa kedua orang hakam menjatuhkan talak berdasarkan pelimpahan 

kedudukan yang bersifat sempurna dari qa>dhi. Jika qa>dhi mengikat 
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kedudukan kedua orang h}akam dengan mengangkat laporan, 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka perkara 

ini tidak bertentangan dengan pendapat madzhab Hanafi.
61

  

Dalam Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Karya Wahbah az-Zuhaili 

menjelaskan, menurut pendapat madzhab Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali 

membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat 

kemudharatan betapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah 

kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara 

mengadukan perkara ini kepada qa>dhi, dan dikenakan hukuman 

pemberian pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan 

kemudharatan kepada si istri.
62

 Dalam menetapkan hukum Islam 

madzhab Hanafi selalu berpegang teguh pada nash Al-Qur‟an, Hadist, 

dan Ijma (qoul sahabat), namun madzhab Hanafi menggunakan metode 

istinba>t}h hukum untuk permasalahan syiqa>q dan h}akam dalam 

penyelesaiannya ini dengan menggunakan ahlu ra‟yi yang mana berasal 

dari pengomunikasian antara substansi kandungan na>sh maupun dengan 

fakta yang ada dikalangan masyarakat. Karena menurut beliau di dalam 

Al-Qura‟an tidak menentukan dan menjelaskan secara spesifik 

bagaimana kedudukan dari masing-masing dua orang hakam dalam 

penyelesaian perselisihan tersebut.  
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Jumhur Fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan 

dari suami. Maka kedua orang h}akam ini tidak berhak untuk memisahkan 

suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada 

keduanya, karena pada asalnya talak tidak berada ditangan seseorang selain 

suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara 

syariat dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta yaitu dimiliki 

oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin 

keduanya.
63

 

Proses mediasi di Pengadilan dilakukan oleh seorang mediator 

yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang 

menjalankan fungsi sebagai moderator harus memiliki sertifikat yang 

diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator 

(PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh 

Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah Pengadilan tidak ada 

hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan Pengadilan tersebut 

dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Degan demikian maka bagi 

hakim yang tidak atau belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi 

mediator. Pada teknis pelaksanaanya, hampir semua hakim di Pengadilan 

Agama bertindak sebagai mediator karena ketua Pengadilan harus 

menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 

5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara 

bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, 
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disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses 

litigasi. Adapun tujuan  lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk 

memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator 

penyelesaian perkaranya.
64

 

Jika dilihat dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segi 

pendekatan hukum acara perdata, pengusulan h}akam sebaiknya datang 

dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa 

yang mereka inginkan untuk menjadi h}akam dari pihaknya. Akan tetapi 

apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena itu, 

penunjukkan h}akam yang disampaikan para pihak tidak mutlak 

mengikat. Asalkan h}akam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 

dalam hukum Islam yaitu jujur, cakap, berwibawa, disegani oleh suami 

istri dan memiliki kapasitas sebagai juru damai. 

5. H}akam Dalam Konteks Keindonesiaan 

Di Indonesia dan dibeberapa negara yang menjalankan hukum 

Islam banyak dijumpai bahwa yang mengangkat h}akam adalah sesuai 

dengan Pasal 76 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang dinyatakan bahwa 

yang berwenang mengangkat h}akam adalah Pengadilan yakni ketua 

Majelis Hakim yang memeriksa. Pengangkatan ini atas usul para pihak 

yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Dalam UU No. 1 Tahun 

1989, pada Pasal 76 Ayat 2 disebutkan bahwa boleh mengangkat h}akam 
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dari keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja bahkan 

diperbolehkan mengangkat h}akam dari pihak lain.
65

 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, fungsi h}akam yaitu terbatas 

untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan. Fungsi tersebut tidak 

disertai dengan kedudukan untuk menjatuhkan putusan, justru yang 

menyamai fungsi h}akam adalah kewajiban melaporkan sejauh mana 

usaha yang telah dilakukannya dan apa hasil yang diperolehnya selama 

menjalankan fungsi hakam tersebut. Oleh karena itu h}akam harus 

menelusuri, memahami serta harus benar-benar menemukan jalan keluar 

yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Temuan h}akam 

dilaporkan kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam 

memberikan putusan. Gugatan perceraian ini berakhir dalam bentuk 

putusan.
66
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BAB III 

BIOGRAFI ULAMA EMPAT MADZHAB 

A. Biografi Madzhab Hanafi 

1. Riwayat Hidup 

Nama lengkap Abu Hanifah adalah an-Nu’ma >n bin Tsa>bit bin 

Zu>t}a>. Nama lainnya disebut dengan an-Nu’ma >n bin Tsa>bit bin al-

Marzuba>n. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, termasuk kota besar di Irak 

pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal dunia di Baghda>d pada tahun 150 

H/ 767 M. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persia, tetapi 

sebelum beliau dilahirkan ayah Abu Hanafi sudah pindah ke Kufah. 

Walaupun beliau bukan berasal dari suku Quraisy, namun ia diberi gelar 

„Imam Agung‟ dan dikenal sebagai Imam kaum muslimin. Imam Abu 

Hanafi adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqih dan salah seorang 

diantara empat Imam madzhab yang terkenal (Madzhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i, dan Hambali). Abu Hanafi lahir di masa kekuasaan khalifah 

keempat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwa>n, dan selama hidupnya 

beliau mengalami dua kekhalifahan yaitu Daulah Bani Umayyah dan 

Daulah Bami Abbassiyah. 

Pada masa pemerintahan Al-Qa>lid bin Abdul Malik, Abu Hanifah 

selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. 

Sejak masih anak-anak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur‟an. 

Beliau dengan tekun mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci 

tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya. Sekaligus menjadikan 
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beliau lebih mendalami lagi makna yang terkandung pada ayat-ayat 

tersebut. dalam hal memperdalami pengetahuannya tentang Al-Qur’a>n 

beliau juga sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal 

pada masa itu.
67

    

2. Riwayat Pendidikan 

Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang di dalam keluarga 

pedagang yang sukses. Ayah dan kakeknya adalah seorang pedagang kain. 

Darah pebisnis mengalir deras dalam nadi Imam Abu Hanifah. Sejak kecil 

pun beliau sudah di didik untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya yang 

besar. Berbeda dengan Imam madzhab yang lainnya, Imam Abu Hanifah 

tidak begitu fokus belajar agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai 

konsen belajar agama setelah memasuki usia remaja. Tetapi satu hal yang 

menjadi kesamaan diantara mereka adalah ilti>zam (menekuni sesuatu) 

mereka kepada seorang guru dalam waktu yang lama. Imam Abu Hanifah 

berguru kepada H}amma>d bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun. 

Imam Abu Hanifah bercerita sendiri tentang proses pendidikannya 

dibawah asuhan sang guru, “saya menimba ilmu darinya selama sepuluh 

tahun, kemudian timbul niat dalam diriku untuk keluar dari halaqahnya 

dan membuat hala>qah sendiri.” Beliau melanjutkan, “maka pada satu sore 

ketika aku telah bertekad untuk melaksanakan niat tersebut, aku masuk ke 

masjid dan pandanganku tertuju pada Syaikh H}amma>d dan hala>qahnya. 
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Sungguh aku merasa tak enak berpisah dari hala>qahnya, hingga aku 

putuskan untuk duduk dan tetap menimba ilmu darinya”.
68

 

Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi seorang ahli dalam berbagai 

disiplinilmu. Mulai dari logika, ushuluddin, hadist dan fiqih. Kecepatan 

hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan 

beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya. Hingga pada akhirnya ilmu 

fiqihlah yang menjadi konsentrasi kajian Imam Abu Hanifah.
69

 

3. Karya-Karya 

Salah satu sebab yang melatari madzhab-madzhab fiqih tetap 

bertahan dan lestari sampai saat ini adalah karena para Imam atau murid-

murid setelahnya menuliskan karya-karya tulis dan itu tidak diubah 

manifestasinya dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus 

menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu juga Imam Abu 

Hanifah beliau juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan 

dan pola utama bagi generasi dibawahnya. Dalam diskursus Madzhab 

Hanafi, selain karya sang Imam sendiri namun karya-karya mereka dibagi 

menjadi tiga bagian utama yaitu: Masa>il al- Ushul, Masa>il an-Na>wadir dan 

al-Fata>wa wa al-Waqiat. 

a. Karya Imam Hanafi 

 Al-Fa>raidh, yaitu sebuah kitab yang khusus membahas masalah 

waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. 
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 Asy-S}yurut, yaitu kitab yang membahas tentang perjanjian. 

 Al-Fi>qh al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau 

teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-

Ma>turudi dan Imam Abu Muntaha al-Ma>ula Ahmad ibn Muhammad 

al-Ma>qnisa>wi. 

b. Karya Madzhab Hanafi 

 Masa>il al-Ushul, kitab ini disebut Z}ha>hir ar-Riwayah. Kitab ini 

berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah 

dan para sahabatnya. Pada awal abad ke-4 hijriyah kitab ini telah 

dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl 

Muhammad bin Ahmad al-Ma>rwazi yang juga disebut al-H}a>kim asy-

Syahid dalam kitabnya yang diberi nama al-ka>fi. Kemudian kitab al-

ka>fi ini disyarah oleh Imam Muhammad bin  Muhammad bin Sahal 

as-Sarokhsi dan kitabnya yang diberi nama al-Ma>bshut} as-Sa>rokhsi. 

 Ma>sail an-Na>wadir, kitab ini diriwayatkan dari Imam Hanafi dan 

para sahabatnya yang selain dari kitab Z}ha>hir ar-Riwayat. Seperti 

Ha>runi>yyat, Jurja>niyya>t dan Ka>isa>niyya>t bagi Imam Muhammad bin 

al-Ha>san dan kitab al-Mu>jarrad bagi Imam Hasan bin Ziya>d.   

 Al-Fa>ta>wa wa al-Waqiat, Kitab yang berisi tentang hukum-hukum 

sya>r’i yang diperoleh dari istinba>t}h para ulama mujtahid madzhab 
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hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Na>wazil yang 

dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Sa>marqandi.
70

 

4. Metode Istinba>t}h Hukum Madzhab Hanafi 

Metode-metode ini adalah suatu jalan yang sering diistilahkan oleh 

ulama-ulama Ushul al-fiqh sebagai dalil ketika terjadi perbedaan pendapat 

para ulama. Dalam mazhab Hanafi, menyangkut dengan metode ini, 

sebagainya sudah jelas bahwa Imam Abu Hanifah menggunakannya 

sendiri, namun ada pula yang berkembang kemudian sebagai hasil 

penalaran murid dan pengikut-pengikutnya. Maka menyangkut dengan 

pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian.
71

 

a. Metode-metode yang digunakan oleh Abu Hanifah 

Untuk dapat mengetahui metode yang digunakan oleh Abu Hanifah 

dipahami dari ucapannya sendiri, yaitu: 

“Saya berpegang pada kitab Allah jika saya menjumpai dalilnya, 

selanjutnya apa-apa tidak saya temukan dalam kitab Allah saya 

berpegang pada sunnah Rasulullah Saw, dan atsar (amalan 

sahabat yang di dasari pada h}a>dist Nabi) yang shahih dan 

terbesar luas dikalangan ulama-ulama terpercaya. Jika saya 

tidak menjumpai dalam kitab Allah dan tidak pula Su>nnah 

Rasulullah, saya akan berpegang pada pendapat-pendapat 

sahabat tertentu, tetapi saya tidak beralih pada pendapat selain 

mereka. Jika suatu masalah diputuskan oleh Ibrahim, Al-Sya>‟biy, 

Hasan, Ibn Sirin dan Sa‟id ibn Mu>sayyib, saya juga mempunyai 

hak untuk berijtiha>d sebagaimana mereka berijtiha>d”. 

 

Selain itu dapat dilihat pila dari ucapan muridnya, Muhammad 

bin Hasan yang menyatakan: “Abu Hanifah berdiskusi dengan sahabat-
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sahabatnya dan kadang-kadang mereka membantahnya”, tetapi ketika 

ia mengatakan: “Saya menggunakan istihsan”, maka tidak ada seorang 

pun yang membantah karena ia banyak memutuskan masalah dengan 

metode istish}a>n. Kalau sudah demikian mereka semua tunduk dan 

menerima keputusannya. 

Dua ungkapan diatas menjelaskan bahwa selain dalil Al-Qur‟an 

dan Hadist, ia juga menggunakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Al-Qa>ul al-S}a>h}a>bi 

Al-Qa>ul al-S}a>h}a>bi adalah sesuatu yang dinukilkan 

(diriwayatkan secara berkesinambungan) kepada kita dan penukilan 

itu jelas dari salah seorang sahabat Rasul, apakah itu berbentuk 

fatwa ataupun keputusan terhadap suatu peristiwa hukum yang tidak 

didasari pada na>sh Al-Qur‟an dan Hadist dan bukan juga pada Ijma‟ 

(kesamaan pendapat ulama).  

2. Qiya>s  

Qiya>s adalah suatu metode yang menjelaskan ketentuan 

hukum sesuatu yang tidak ada na>sh tentang ketentuan hukumnya 

untuk dikaitkan dengan masalah yang diketahui hukumnya karena 

dijumpai na>sh yang menjelaskannya. Na>sh yang dimaksud adalah 

berupa na>sh Al-Qur‟an dan Hadist.
72
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b. Metode yang digunakan oleh Murid dan Para Pengikut Abu Hanifah   

1. „Urf 

„Urf yaitu suatu perkara yang masyarakat sudah terbiasa 

dengannya, mereka mempraktikannya dan praktik tersebut sudah 

tersebar luas dikalangan mereka. Praktik itu bisa berbentuk 

perbuatan ataupun ucapan. Praktik ucapan adalah apabila disebut 

“suatu kata” masyarakat menangkap pengertian khusus yang bukan 

disebut dengan kebiasaan bahasa dan tidak terbayang pengertian 

lain ketika didengarnya. Suatu hal yang perlu disadari bahwa sama 

dengan metode istinba>t} hukum yang lain, „urf tidak boleh 

bertentangan dengan na>sh, bahkan kadang-kadang „urf dipahami 

dari maksud-maksud na>sh yang masih bersifat umum pada 

kemaslahatannya. 

2. Ijma‟ 

Ijma‟ artinya kesamaan pendapat para mujtahid di klaangan 

ummat ini dalam suatu masa terhadap suatu hukum sya>ra’. 

Menurut Imam Abu Hanifah Ijma‟ sukuti adalah hujjah (alasan 

hukum), karen apabila mujtahid sudah memutuskan suatu pendapat 

sementara ulama-ulama mujtahid lain diam, padahal mereka 

mendengar keputusan itu ataupun mengetahuinya, hal yang 
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demikian harus dianggap ijma‟, karena jika tidak maka ijma‟ tidak 

akan pernah terwujud.
73

 

B. Biografi Madzhab Maliki 

1. Riwayat Hidup 

Abu > „Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi > Ami>r ibn Amr 

ibn al-Hari>s ibn Ghaima>n ibn H}usail ibn Amr ibn al-Hari>s al-As}bahi> al-

Ma>dani> yaitu pendiri Madzhab Maliki, Imam Malik dilahirkan di Ma>dinah 

pada tahun 93 H bersamaan dengan tahun 713 M, yaitu pada zaman 

pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari pada kerajaan Bani 

Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan 

dimuliakan oleh masyarakat karena sebagai Ami>r bin al-H}a>dist dan 

banyak berkorban bersama Nabi Muhammad SAW, dalam menegakkan 

agama islam. Sedari kecil beliau telah hafal al-Qur‟an. Beliau belajar dari 

Rabi‟ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu.  

Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Z}u As}bah, sebuah 

suku di sekitar Kota Himya>r, di negeri Ya>man. Abu Ami>r kakek Imam 

Malik pindah ke Kota Ma>dinah di masa Nabi Saw dengan maksud 

berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah islam. Abu 

Ami>r bertemu dengan Nabi Saw, sehingga para sejarawan 

memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi Saw yang mulia. Anas 

bin Malik ayahanda Imam Malik sendiri merupakan generasi Tabi‟in, 

yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi Saw. Sedangkan 
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Imam Malik ialah termasuk generasi Tabiut T}a>bi’i >n, dan ibunda Imam 

Malik bernama Aliyah binti Syuraik al-A>zdiyah.
74

   

Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati sembilan 

puluh tahun, dan kurang lebih hidup di bawah era Bani Umayyah selama 

40 tahun, lalu 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah. Imam Malik 

mengalami lima sirkulasi ke khalifahan Bani Umayyah: al-Wa>li>d bin 

Abdil Malik, Sulaiman bin Abdil Malik, Umar bin Abdil Malik, Yazid bin 

Abdil Malik dan Hisya>m bin Abdil Malik. Sedangkan dari Bani 

Abbasiyah, Imam Malik mengalami masa kepemimpinan Abu al-Abba>s, 

Abu Ja‟far al-Ma>ns}}hur, al-Ma>hdi, al-Ha>di dan Harun ar-Ra>syid.  

Imam Malik wafat setelah lebih dari 60 tahun menjabat sebagai 

mufti di Ma>dinah, pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 H 

(798 M), beliau wafat pada usia 87 tahun, meninggalkan tiga orang putra 

dan seorang putri yang diberinama Yahya, Muhammad, Hamma>dah dan 

Ummu Abiha >.
75

  

2. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak beliau 

masih kecil. Kakek Imam Malik merupakan sahabat Nabi Saw, yang 

disebut-sebut dekat dengan sahabat mulia Utsman bin Affa>n ra. Ayah 

beliau juga merupakan seorang ahli hadist terkemuka di zaman t}a>bi’i >n. 

Malik kecil memiliki tiga orang paman yang kesemuanya merupakan ahli 
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h}a>dist pada masanya, yaitu Na>fi’ yang lebih dikenal sebagai Abu Suhai>l, 

Uwais dan ar-Ra>bi’. Bahkan Abu Suhai>l dan Uwais ini nantinya menjadi 

guru dari seorang ahli h}a>dist terkenal. Keluarga Imam Malik memanglah 

terkenal sebagai keluarga pecinta ilmu. Tidak hanya kakek, ayah, dan 

paman-pamannya, kecintaan terhadap ilmu ini juga menurun ke anak 

keturunan mereka. Imam Malik mengisahkan bahwa ia memiliki saudara 

kandung yang menjadi partnernya dalam menuntut ilmu. Sehingga hal ini 

menandakan bahwa madrasah ilmu yang pertama kali membangun kualitas 

pendidikan Imam Malik adalah lingkungan keluarga beliau sendiri.
76

 

Meskipun memiliki modal keilmuan yang cukup hasil dari 

pendidikan keluarga, Imam Malik tetap mencari sosok guru yang akan 

lebih mematangkan keilmuan beliau. Diketahui bahwa Imam Malik 

berguru kepada ratusan ulama yang dari mereka Imam Malik menimba 

ilmu. Diantara guru Imam Malik yang terkenal ialah Abdurrahman bin 

H}urmuz|, Na>fi’ maula Abdulla>h bin Umar, Yah}ya bin Said, Abu az-Z|ina>d, 

Muhammad bin al-Mu>nkadir dan Ibnu Syiha>b az-Z|uhri dalam bidang ilmu 

h}a>dist dan riwayatnya. Sedangkan guru Imam Malik dalam ilmu fikih 

adalah Rabiah bin Abdul Rahman yang memiliki julukan Rabiah bin 

Abdul Rahman yang memiliki julukan Rabiah ar-Ra‟yu, karena kuatnya 

akal, penalaran dan pemahaman beliau dalam hal fikih. 

Khusus kepada gurunya Abdurraman bin H}urmuz|, Imam Malik 

berguru selama tujuh tahun. Dalam riwayat yang lain disebut bahwa yang 
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dihabiskan Imam Malik untuk mula>zamah dengan Syaikhnya tersebut 

ialah selama kurang lebih delapan tahun, tiga belas tahun, dan bahkan ada 

yang menyebut selama enam belas tahun. Tak hanya memiliki kecakapan 

dalam ilmu, Imam Malik adalah seorang pembelajar yang berbudi luhur. 

Ibu beliau menasehatinya bahwa sebelum menimba ilmu dari para guru 

yang mulia, hendaklah dahulu menimba akhlak dari padanya. Ada pula 

sebuah nasihat yang tak keluar kecuali dari lembutnya hati seorang ibu 

yang mendambakan kesuksesan pendidikan anaknya. Sebuah nasihat yang 

begitu membekas di hati Imam Malik kecil, sedikitnya ada tiga hal penting 

yang bisa kita teladani dari percakapan antara ibu dan calon Imam besardi 

dunia Islam ini: 

Pertama, bagaimana seorang ibu yang solihah memberi gambaran 

kepada putra tercinta akan keagungan dan kemulian sebuah majlis ilmu. 

Seorang penuntut ilmu hendaknya memakai pakaiannya yang terbaik saat 

menghadiri majlis ilmu. Semakin penting suatu acara bagi seseorang, 

maka semakin besar juga usahanya untuk tampil sebaik mungkin. Ibunda 

Imam Malik sedang mengarahkan putranya bahwa majlis ilmu adalah 

tempat penting dan terhormat sehingga sudah selayaknya kita 

berpenampilan sebaik mungkin ketika mendatanginya.
77

 

Kedua, orang tua hendaknya mengarahkan dan menyiapkan 

pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal ini terlihat saat ibu Imam 

Malik memilihkan guru terbaik bagi Imam Malik kecil, yaitu Syaikh 
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Rabiah yang masyhur kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, sang ibu 

memilih beliau agar bisa mengasuh Imam Malik dan mendidiknya. Ibunda 

Imam Malik tahu bahwa kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas anak 

didiknya, sehingga menyiapkan guru terbaik untuk anaknya adalah sama 

hal seperti menyiapkan kesuksesan untuk masa depannya. 

Ketiga, buah dari menuntut ilmu. Sebuah ilmu tidak akan 

bermakna apa-apa tanpa dihiasi akhlak yang mulia. Sebagaimana budi 

yang luhur tak akan muncul dari seseorang yang tidak berpengetahuan 

unggul. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang saling menghiasi dan 

melengkapi. Jika seseorang hanya memiliki satu bagian saja darinya, maka 

ia seperti seorang pincang yang berjalan dengan sebelah kaki.
78

     

3. Karya-Karya 

Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa bauh karya terbaik Imam Malik 

adalah kitabnya yang diberi nama Al-Muwa>t}}a>. Namun kitab ini bukanlah 

satu-satunya karya dari Imam Malik, berikut penulis uraikan kurang lebih 

sebagian kecil dari karya Imam Malik yang lainnya: 

a. Risa>lah} f>i al-Qa>dr wa ar-Ra>dd „ala Qa>dariyah, ditulis oleh Imam Malik 

untuk dinyatakan oleh Qa>dhi Iyadh, Ibnu Wahb. 

b. Kitab f>i an-Nu>jum : Hisa>b Madar az-Zaman wa Mana>zil al-Qa>mar, 

sebuah kitab yang kelak dijadikan dasar dalam bidang perbintangan 

(astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-

Fa>qih. Sa>hnun yang mendengar kitab ini dari Ibnu Na>fi’. 
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c. Risa>lah} f>i al-Fatwa>, risalah ini ditulis untuk Abu Ghassa>n Muhammad 

bin Mu>t}arrif, yang keberadaan risalah ini diketengahkan oleh Kha>lid 

bin Naz|ar dan Muhammad bin Mu>t}arrif sendiri. 

d. Risa>lah} f>i al-A>qd}hiyyah, satu risalah sebanyak sepuluh yang sengaja 

dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qa>dhi. 

e. Risa>lah} f>i al-Adab wa al-Ma>wa>‟idh, sebuah risalah yang ditulis untuk 

Harun ar-Rasyid yang ditampilkan ke publik pertama kali di Andalusia 

oleh Ibnu H}abib. Meskipun ada sejumlah penolakan jika risalah ini 

dikatakan sebagai karangan Imam Maliki, terutama dari Ashba>gh bin 

al-Fa>raj, seorang murid Imam Malik di Mesir.
79

 

f. Risa>lah} f>i Ijma‟ Ahl al-Ma>dinah, risalah ini ditulis oleh Imam Maliki 

untuk al-Laits bin Sa‟ad. 

g. Kitab as-Siya>r, sebuah kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qa>s}im. 

4. Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki 

Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Maliki Madzhab Maliki 

tersebar di wilayah H}i>ja>z dan beralih ke benua Afrika dengan beberapa 

negara yang di antaranya adalah Ma>roko, Alja>zair, Mes}ir, Tunisia, Su>dan, 

Ku>wait, Qat}ar dan Ba>h}rain, Spanyol (dulu Andalusia) dan selama Islam 

berkuasa di Andalusia pernah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk 

memegang kekuasaan sebagai hakim (qa>dhi) dengan rincian hafal al-

Qur’a>n serta menghafal kitab Muwa>t}a> karya Imam Malik. Pada masa al-

H}a>kam bin Hisya>m, madzhab Maliki mencapai puncaknya di antara 
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penerus madzhab Maliki adalah Yah}ya bin Yah}ya yang menyebarkan 

madzhab Maliki di Andalusia dan Ma>roko sebagaimana peran Abu Yusuf 

yang menyebarkan madzhab Hanafi di Irak. Fiqh Imam Malik tersebar di 

berbagai kota dan daerah dan setelah wafatnya, fiqhnya berkembang 

bahkan diperkaya oleh para ahli pikir dan filosof seperti Ibnu Rusyd dan 

lain-lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada para ahli fiqh lain yang 

menentang pemikirannya bahkan sebagian dari mantan murid-muridnya 

berani mengkritiknya namun tetap menghormatinya. 

5. Metode Istinba>t}h Hukum Madzhab Maliki 

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh 

sebagai seorang ulama terkemuka, dan terutama dalam bidang ilmu hadist 

dan fikih. Sebagai bukti atas hal ini adalah ucapan al-Dah}lawy, yaitu 

“Malik adalah orang paling ahli dalam bidang hadist ma>dinah, yang paling 

mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat-

pendapat Abdullah Ibn Umar, „Aisyah R.A dan sahabat-sahabat lainnya. 

Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila di ajukan kepadanya suatu 

masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.”
80

 

Adapun metode istinba>t}h Imam Malik dalam menetapkan hukum 

Islam adalah berpegang kepada: 

a. Al-Qur‟an 

Dalam memegang al-Qur‟an ini meliputi pengambilan hukum 

berdasarkan atas z }a>hir nash al-Qur‟an atau keumumannya, meliputi 
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mafhum al-mu>kha>lafah dan mafhum al-aula dengan memperhatikan 

illatnya. 

b. Sunnah 

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum Imam 

Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al- 

Qur‟an. Apabila dalil Sya>r’iy menghendaki adanya perwakilan, maka 

yang dijadikan pegangan adalah arti ta>‟wil tersebut. apabila terdapat 

pertentangan antara makna z}a>hir al-Qur‟an dengan makna yang 

terkandung dalam sunnah syahir (jelas) maka yang dipegang adalah 

makna z}a>hir al-Qur‟an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al 

Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma‟ ahl al-Ma>dinah, maka ia lebih 

mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada z}a>hir 

al-Qur‟an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah al-

Mu>t}awatirah atau al-ma>s}yh}urah). 

c. Ijma‟ Ahl al-Ma>dinah 

Ijma‟ ahl al-Ma>dinah ini terdapat dua macam yaitu ijma‟ ahl 

al-Ma>dinah yang asalnya dari al-Na>ql, hasil dari mencontoh 

Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtiha>d ahl al-Ma>dinah seperti 

ukuran tentang mud, sha >‟ dan penentuan suatu tempat, seperti tempat 

mimbar Nabi SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin 

seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma semacam ini 

dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, yang 

dimaksud dengan ijma‟ ahlu al-Ma>dinah tersebut adalah ijma‟ ahlu 
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al-Ma>dinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan 

yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Ma>dinah 

yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma‟ 

ahlu al-Ma>dinah yang asalnya dari al-Na>ql, sesudah merupakan 

kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Di kalangan 

madzhab Maliki, ijma ahlu al-Ma>dinah lebih diutamakan dari pada 

khaba>r ah}ad, sebab ijma ahlu al-Ma>dinah merupakan pemberitaan 

perorangan. Ijma ahlu al-Ma>dinah ini ada beberapa tingkatan yaitu: 

1. Kesepakatan Ijma ahlu al-Ma>dinah yang asalnya al-Naql. 

2. Amalan Ijma‟ ahlu al-Ma>dinah sebelum terbunuhnya Utsman bin 

Affan. Ijma‟ ahlu al-Ma>dinah yang terjadi sebelum masa itu 

merupakan hujjah bagi madzhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa 

belum pernah diketahui ada amalan ahlu al-Ma>dinah masa lalu itu 

yang bertentangan dengan su>nnah Rasulullah SAW. 

3. Amalan ahlu al-Ma>dinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih 

atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua 

dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih 

salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl 

al-Ma>dinah itulah yang dijadikan hujjah menurut madzhab Maliki. 

Begitu pula madzhab Syafi‟i. 

4. Amalan ahl al-Ma>dinah sesudah masa keutamaan yang 

menyaksikan amalan Nabi SAW, amalan ahl al-Ma>dinah seperti 

ini bukan hujjah baik menuru al-Syafi‟i Ahmad Ibn Hanbal, Abu 
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Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan madzhab 

Maliki. 

d. Fatwa Sahabat 

Sahabat yang dimaksud disini adalah sahabat besar yang 

pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-

Na>ql. Ini berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu 

adalah berwujud hadist-hadist yang wajib di amalkan. Menurut Imam 

Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali 

atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. namun demikian, 

beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan hadis marfu yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang 

demikian ini lebih didahulukan daripada qiya>s. Juga adakalanya Imam 

Malik menggunakan fatwa T}a>bi’i >n besar sebagai pegangan dalam 

menentukan hukum. Fatwa sahabat yang bukan dari hasil ijtiha>d 

sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, 

begitu pula ijma sahabat yang masih diperselisihkan diantara para 

ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtiha>d mereka. 

Di kalangan Mut}a’akhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang 

semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah. 

e. Khaba>r Ah}ad dan Qiya>s 

Imam Malik tidak mengakui khaba>r ah}ad sebagai sesuatu yang 

datang dari Rasulullah, jika khaba>r ah}ad itu bertentangan dengan 

sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Ma>dinah, sekalipun 
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hanya dari hasil istinbath, kecuali khaba>r ah}ad dikuatkan oleh dalil-

dalil lain yang qath }‟i. Dalam menggunakan khaba>r ah}ad ini, Imam 

Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia lebih mendahulukan 

qiya>s dari pada khaba>r ah}ad. Kalau khaba>r ah}ad itu tidak dikenal atau 

tidak populer dikalangan masyarakat Ma>dinah, maka hal ini dianggap 

sebagai petunjuk, bahwa khaba>r ah}ad tersebut tidak benar berasal dari 

Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khaba>r ah}ad tersebut tidak 

digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiya>s dan 

mashla>h}ah.  

f. Al-Istih}sa>n 

Menurut mazhab Maliki, al-Istih}sa>n ialah: “Menurut hukum 

dengan mengambil mashla>h}ah yang merupakan bagian dalam dalil 

yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-

istidlal al-Mursa>l dari pada qiya>s, sebab menggunakan istih}sa>n itu, 

tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, 

melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat 

syara secara keseluruhan. 

g. Al-Ma>s}lah}a>h al-Mursa>lah 

Ma>s}lah}a>h mursa>lah adalah suatu maslaha>h yang tidak ada 

ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung 

oleh nash, dengan demikian, maka ma>s}lah}a>h mursa>lah itu kembali 

kepada memelihara tujuan sya>ri’at diturunkan. Tujuan sya>ri’at 

diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur‟an atau sunnah atau ijma‟ 



65 
 

 
 

pendapat ini termasuk pendapat Imam al-ghazaly. Para ulama yang 

berpegang kepada ma>s}lah}a>h mursa>lah sebagai dasar hukum, 

menetapkan beberapa sya>ri’at untuk dipenuhi sebagai berikut: 

1. Ma>s}lah}a>h itu harus benar-benar merupakan ma>s}lah}a>h menurut 

penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara 

sepintas saja. 

2. Ma>s}lah}a>h itu harus benar-benar merupakan ma>s}lah}a>h yang bersifat 

umum, bukan sekedar ma>s}lah}a>h yang hanya berlaku untuk orang-

orang tertentu, yang artinya ma>s}lah}a>h tersebut harus merupakan 

ma>s}lah}a>h bagi kebanyakan orang. 

3. Ma>s}lah}a>h itu harus benar-benar merupakan ma>s}lah}a>h yang bersifat 

umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma‟. 

h. Istish}a>b 

Imam Malik menjadikan istish}a>b sebagai landasan dalam 

menetapkan hukum. Istish}a>b adalah tetapnya suatu ketentuan hukum 

untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas 

ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang 

telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang 

pertama, yaitu tetap ada begitu pula sebaliknya, misalnya: seorang 

yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru 

saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada 

orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka 

hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal 
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wudunya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwudhu dan 

dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, 

bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan 

tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki 

orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu inilah yang disebut 

istish}a>b. 

Sedangkan menurut Abd Wahab Khallaf bahwa apabila al-

Qur‟an dan al-Sunnah al-Sha>hih mengisahkan suatu hukum yang 

pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang 

diutus Allah untuk mereka dan hukumhukum tersebut dinyatakan pula 

dalam al-Qur‟an atau al-Sunnah al-Sha>hih. Maka hukum tersebut juga 

berlaku pula untuk kita.
81

 

C. Biografi Madzhab Syafi’i 

1. Riwayat Hidup 

Nama lengkap Imam Syafi‟i adalah Abu Abdullah Muhammad 

bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi‟i al-Ha>syimi al Mu>t}alibi. 

Beliau keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut 

Nabi Muhammad. Lahir di Gaza Syam pada penghujung Rajab 150 H
82

 

(767M),  yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali ar-

Ridha yaitu Imam kedelapan kaum Syi >‟ah. Sewaktu Imam Syafi‟i 

berumur dua tahun ibunya membawanya pindah dari kota Gaza ke kota 
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Mekkah yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah para leluhurnya. 

Syafi‟i kecil lalu tumbuh berkembang di kota itu sebagai yatim dalam 

pangkuan ibunya, dikarenakan sebelum itu ayah Imam Syafi‟i telah wafat 

di kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 farsakh dari kota Gaza tempat 

kelahirannya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi‟i adalah seorang 

perempuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang 

perempuan yang berbudi luhur. 

Di kota Mekkah, Imam Syafi‟i berhasil menghafal seluruh isi 

dalam Al-Qur‟an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani 

meriwayatkan bahwa Imam Syafi‟i pernah berkata, “Aku telah hafal 

seluruh isi Al-Qur‟an saat usia tujuh tahun, dan aku telah menghafal al-

Muwa>t}a> karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun”. Kemudian Imam 

Syafi‟i belajar bahasa Arab kepada suku H}udzail yang tinggal di 

pedalaman, yang dimana suku H}udzail itu adalah salah satu suku yang 

paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Ka>tsir meriwayatkan bahwa Imam 

Syafi‟i telah menghafal banyak syair dari suku H}udzail dan tinggal 

bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun. Imam 

Syafi‟i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, “Ada 

dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua 

untuk menuntut ilmu”. Sebagian kalangan ada yang berkata kepada Imam 

Syafi‟i , “Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding 

dengan kekayaan ilmu tuan”. Oleh sebab itu Imam Syafi‟i sering dikenal 

sebagai seorang Fa>ris al-H}a>lba>tain (Pendekar dalam dua bidang) : Dia 
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sangat ahli dalam teknik bertempur dan menunggang kuda, sekaligus 

memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya beliau dari 

pedalaman, Imam Syafi‟i berhasil memetik kefasihan bahasa dan 

ketinggian gaya bahasa.    

2. Riwayat Pendidikan  

Imam Syafi‟i menuntut ilmu di Mekkah beliau suka bergaul dan 

kelihatan sangat cerdik serta cepat untuk menghafal apa yang di 

dengarnya. Pada usia 7 tahun ia belajar membaca Al-Qur‟an kepada 

Syaikh Isma>il bin Kusta>ntin, yaitu seorang ahli dalam membaca Al-

Qur‟an yang terkenal di Mekkah pada saat itu. Pada usia 9 tahun Imam 

Syafi‟i telah menghafal Al-Qur‟an dan artinya dengan baik hingga dia 

alim dalam bidang hadist, fiqh dan bahasa Arab. Dia berguru kepada 

Imam Masjidil Haram dan Mufti Mekkah, Imam Muslim bin Kha>lid az-

Zanji, sampai akhirnya beliau berhasil mendapatkan izin dari san Imam 

untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Sejak masa 

remaja Imam Syafi‟i sudak menjadi ahli fiqih dan ahli tafsir Al- Qur‟an, 

di samping itu beliau juga menguasai bahasa Arab. Kemudian Imam 

Syafi‟i pun menjadi guru Masjidil Haram di Mekkah.  
83  

Kemudian pada umur 16 tahun, Imam Syafi‟i berguru pada Imam 

Malik yang menjadi Imam di Madinah al-Munawwarah. Imam Malik pun 

langsung menerima Imam Syafi‟i sebagai murid setelah terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan wali kota Madinah dan merima pesan dari Amir 
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Mekkah sekaligus gurunya, Muslim bin Kha>lid az-Zanji. Pada saat itu, 

Imam Syafi‟i telah hafal dan mendalami seluruh isi al-Muwa>t}a> dengan 

bekal kemahirannya berbahasa dan keluasan pengetahuan yang 

dimilikinya. Pada tahun 184 H disaat Imam Syafi‟i berumur 34 tahun 

beliau datang ke Irak dan berkesempatan untuk mempelajari fiqih ulama 

Irak dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin al-H}asan 

sekaligus mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui itulah Imam Syafi‟i 

berhasil menguasai fiqih ulama H}ija>z dan ulama Irak.  

3. Karya-Karya  

Imam Syafi‟i juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab 

Ushul Fiqih. Beliau menyusun kurang lebih 13 buah kitab dalam 

beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqih, tafsir, ilmu 

ushul, sastra, dan lain-lain. Sedangkan ke-13 kitab tersebut yaitu Ar-

Risa>lah Al Jadidah, Ar-Risa>lah Al Qadimah (Kitab Al H}ujjah), Ikh}tilaf 

Al H}a>dist, Ibth}a>l Al Istish}a>n, Ah}ka>m Al Qur‟an, Baya>dh Al Fard}h, Sifat 

Al Amr wa Na>hyi, Ikh}tilaf Al Malik wa Syafi‟i, Ikh}tilaf Al Iraqiyin, 

Ikh}tilaf Muhammad bin H}usain, Fard}h’il Al Quraisy, Kitab Al Umm dan 

Kitab As Sunnah. Dari 13 kitab Imam Syafi‟i penulis hanya mendapatkan 

2 kitab yang bisa dipaparkan, antara lain: 

a. Kitab Ar-Risa>lah 

Kitab Ar-Risa>lah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama 

kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi‟i dikenal 

sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-
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pokok pikiran Imam Syafi‟i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar-

Risa>lah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. 

Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan 

pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi‟i ini. 

Imam Suyuthi berkata “Sudah merupakan ijma‟ bahwa Imam 

Syafi‟i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah 

yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya 

dalam suatu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam al-Muwa>t}a> 

hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya dan yang lainnya 

yang hidup satu zaman dengannya, seperti Abu Yusuf dan 

Muhammad Al-H}asan. 

b. Kitab Al-Umm 

Kitab Al-Umm atau kitab induk adalah sebuah kitab Imam 

Syafi‟i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah 

kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di 

Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semuanya lalu 

diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada 

muridnya yaitu ar-Rabi‟ bin sulaiman al-Muradi untuk 

menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang 

dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat 

dalam Ar-Risa>lah. Al-Umm memuat pendapat As-Syafi‟i dalam 

berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-
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Syafi‟i yang dikenal dengan sebutan al-qa>ul al-qadim dan al-qa>ul 

al-jadid.  

4. Metode Istinba>t} Hukum Madzhab Syafi’i 

Dalam menentukan suatu hukum, para ulama mengembalikan 

hukum tersebut kepada nash Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW 

sebagai hukum yang pertama dalam hukum Islam. Oleh karenanya dua 

sumber tersebut disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam 

karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah 

SWT. 

Sebagai metode istinba>t}h, para ulama Imam Madzhab tidak 

sependapat dalam mempergunakan sebagai sumber hukum Islam. Secara 

sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi‟i dalam 

mencari istinba>t}h hukum, antara lain yaitu: 

a. Al-Qur‟an 

b. Sunnah 

c. Ijma‟ 

d. Menggunakan al-Qiya>s dan at-Takhyir bila menghadapi ikh}tilaf.
84

  

 Metode istinba>t}h hukum Imam Syafi‟i secara garis besar dapat 

dilihat dari kitab Al-Umm, sebagaimana yang dikutip oleh Ali H}asan 

yaitu: ilmu itu bertingkat secara berturutan tingkatan yang pertama 

adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah, lalu ketiga baru menginjak pada Ijma‟ 

ketika tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, keempat Fatwa 
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Sahabat Nabi dan kelima Qiya>s yang tidak diqiyaskan selain Al-Quran 

dan As-Sunnah karena hal tersebut berada dalam kedua sumber yang 

sesungguhnya mengambil ilmu dari yang tertinggi terlebih dahulu. 

Dalam menetapkan hukum Imam Syafi‟i menempatkan Al-Qur‟an 

sebagai sumber rujukan yang paling utama dan hujjah sya>ra’ yang paling 

qa>th’i yang mana pencariannya dengan menggali penafsiran Al-Qur‟an 

yang telah dilakukan oleh para sahabat dan para Ulama Sa>lafus Sha>lih. 

Alasannya, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling 

memahami kandungan Al-Qur‟an dibanding yang lain.
85

  

 Sejak awal, Imam Syafi‟i telah menegaskan bahwa As-Sunnah 

merupakan hujjah dalam syariat islam, untuk menangkal semua pendapat 

yang dipegang pihak-pihak yang tidak mau mengakui As-Sunnah sebagai 

sumber hukum dengan dalil yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh 

sangkalan dan penentangan. Sebab itulah mengapa para ulama Irak 

sering menjuluki Imam Syafi‟i dengan sebutan “Multa>zim As-Su>nnah” 

(orang yang berpegang teguh kepada as-Sunnah), atau “Na>shir al-

Hadist” (Pembela Hadist). Imam Syafi‟i selalu memandang hadist-hadist 

shahih sebagaimana dia memandang Al-Qur‟an, yang semuanya sama-

sama wajib untuk diikuti. Imam Syafi‟i bahkan sama sekali tidak 

menggunakan syarat seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu 

Hanifah yang mengharuskan sebuah hadist memiliki tingkat 
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kemasyhuran tertentu jika hadist tersebut ditemukan dalam kondisi yang 

sulit. Begitu pula dengan persyaratan yang dipakai oleh Imam Malik 

yang mewajibkan setiap hadist untuk tidak bertentangan dengan apa yang 

telah diketahui oleh para penduduk ma>dinah. Imam Syafi‟i mensyaratkan 

bahwa sebuah hadist yang dapat menjadi sumber hukum haruslah sebuah 

h}adist shahih dan memiliki sanad yang bersambung. 

 Menurut Imam Syafi‟i Ijma‟ merupakan hujjah. Hanya saja 

Imam Syafi‟i membatasi ijma‟ hanya pada perkara-perkara fard}hu yang 

mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara ushul ilmu 

(pokok ilmu) dan ushuluddin. Bagi Imam Syafi‟i, Ijma‟ sukuti tidak bisa 

dijadikan hujjah. Begitu pula dengan halnya dengan Ijma‟ para penduduk 

madinah, Ijma‟ para Ulama Haramain, Ijma‟ para ulama Mishraini 

(Kufah dan Mesir), serta kesepakatan sebagian besar mujtahid. Ijma‟ 

yang paling utama bagi Imam Syafi‟i untuk dijadikan hujah adalah Ijma‟ 

para sahabat, dan sedangkan untuk Ijma‟ dibawahnya adalah Ijma‟ para 

ulama pada setiap generasi, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid tanpa 

kecuali. 

 Imam Syafi‟i hanya menggunkan Qiya>s jika illatnya sudah amat 

jelas. Imam Syafi‟i juga menempatkan qiya>s dan ijtihad dalam pengertian 

yang sama karena dia menganggap bahwa qiya>s dan ijtihad adalah 

sinonim. Qiya>s secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau 

menyamakan. Mengqiya>skan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan 

sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, 
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menurut ulama ushul fiqh, qiya>s adalah menyamakan sesuatu yang tidak 

ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena 

adanya persamaan „illat   hukum. Dalam redaksi yang lain, qiya>s adalah 

menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash 

hukum, sebab adanya persamaan dalam „illat hukumnya. Qiya>s 

merupakan salah satu metode istinba>t}h yang dapat dipertanggung 

jawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash.
86

 

D. Biografi Madzhab Hambali 

1. Riwayat Hidup 

Imam Hambali bernama lengkap Abu Abdullah Ah}mad bin 

Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As‟ad al-Marwazi al-Baghdadi, 

beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ahnad bin Hanbal. Beliau 

lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 H di kota Baghdad, 

riwayat ini sangat masyhur seperti yang dikatakan putra Ahmad bin 

Hambal yang bernama Abdullah: “ Saya mendengar ayah saya berkata 

bahwa saya lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 640 H. Saat masih 

dalam kandungan ibunnya, beliau diajak untuk hijrah ke negara Irak 

untuk metropolis intelektual dunia pada saat itu, sejak kecil beliau 

seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya sendiri, beliau 

merupakan orang Arab asli bukan Azam dan merupakan keturunan dari 

Bani Syaiban. Imam Ahmad bin Hambal wafat pada hari Jumat 12 

Robiul Awal tahun 241 H lebih tepatnya pada tahun 855 M dan 
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dimakamkan di kota Baghdad, jenazahnya dihadiri perkiraan 800 ribu 

pelayat. 

2. Riwayat Pendidikan 

Imam Ahmad bin Hambal waktu kecil beliau belajar kepada guru-

guru yang ada di Baghdad. Namun setelah beliau berusia 16 tahun, ia 

berangkat menuntut ilmu keluar kota dan negri seperti Kufah, Bash}rah, 

Sya>m, Yaman, Mekkah dan Madinah. Pada tiap-tiap kota yang ia 

datangi, ia tidak segan-segan belajar kepada Syekh, terutama dalam 

bidang h}a>dist. Kota-kota yang menjadi tujuan perjalanan ilmiah 

biasanya adalah kota-kota yang menjadi pusat kegiatan ilmu 

pengetahuan.
87

 Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashrah 

beberapa kali, disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi‟i. Beliau 

juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau 

yang lain adalah Yusuf al-H}asan bin Zia>d, H}usya>im, Umair, Ibn Human 

dan Ibn Abbas. Imam Ah}mad bin Hambal banyak mempelajari dan 

meriwayatkan hadist, dan beliau tidak mengambil hadist kecuali h}a>dist-

h}a>dist yang sudah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau 

berhasil mengarang kitab h}a>dist, yang terkenal dengan nama Musnad 

Ah}mad ibn Hambal. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh 

tahun. 
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3. Karya-Karya 

Pada mulanya Imam Ah}mad bin Hambal melarang para muridnya 

untuk menuliskan pengajaran, penjelasan dan fatwanya kecuali yang sudah 

pasti berdasarkan dalil Al-Qur‟an dan Sunnah. Hal ini berasal dari sikap 

kehati-hatian beliau dalam maslaah agama, bahwa agama haruslah jelas 

berlandaskan apa yang ditinggalkan Nabi Saw, bukan mengikut atau 

mengekor pada akal pikiran seseorang. Beliau berkali-kali mengingatkan 

kepada para muridnya untuk jangan mengambil mentah-mentah perkataan 

Ish}aq, Sufya>n, asy- Syafi‟i, Malik atau siapapun, akan tetapi beliau 

menasehati para muridnya untuk mengambil dasar rujukan dati tiap 

perkataan itu yaitu dalam dalil Al-Qur‟an dan Sunnahnya. 

 Diantara karya ilmiah Imam Ah}mad bin Hambal, yaitu: 

1. Kitab Al-Mu>snad}, merupakan karya yang paling menakjubkan karena 

kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadist. 

2. Kitab at-Ta>fsir. 

3. Kitab an-Na>sikh wa al-Mans}ukh. 

4. Kitab at-Ta>rikh. 

5. Kitab H}a>dist Syu>‟bah. 

6. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu‟akkhar fi Al-Qur‟an. 

7. Kitab Ja>wabah Al-Qur’a>n. 

8. Kitab al-Mana>sik al-Kabir. 
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9. Kitab al-Mana>sik as-S}aghir.88
 

4. Metode Istinba>t} Hukum Madzhab Hambali 

Setiap ahli fiqh dari keempat Imam mazhab yang sudah kita kenal, 

masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran dan 

tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Menurut penyelidikan 

sarjana ushul, fatwa-fatwa Imam Ah}mad bin Hambal didasarkan atas dalil-

dalil hukum yang meliputi: 

1.  Na>sh, yaitu berupa Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai sumber yang utama 

dan pertama. Dia tidak membedakan antara derajat Al-Qur‟an dan 

Sunnah sebagai sumber hukum Islam. 

2. Fatwa Sahabat, yaitu berupa fatwa-fatwa para sahabat Nabi, terutama 

yang mereka sepakati. Jika Imam Ah}mad bin Hambal mendapatkan 

fatwa sebagian sahabat dan tidak mengetahui adanya sahabat lain yang 

menyalahi fatwa tersebut, maka ia tidak akan berpaling pada yang lain. 

Ia tidak mau menyebut fatwa-fatwa sahabat tersebut sebagai Ijma‟ 

tetapi karena hati-hati, ia lebih senang mengungkapkannya dalam kata-

kata la a‟lam sha>i’a>n yadfa‟uhu (aku tidak mengetahui adanya 

seseorang yang menolaknya) atau dalam ungkpan-ungkapan lain yang 

senada.
89

 

3. Hadist Mursa>l dan Hadist Da‟if. Imam Ah}mad bin Hambal mengambil 

hadist mursa>l dan hadist da‟if sebagai dasar penetapan hukum bagi 
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suatu mursal selama tidak bertentangan dengan na>sh-na>sh Al-Qur‟an 

dan ha dist yang shahih serta fatwa para sahabat. Adapun yang 

dimaksud sunnah da‟if dalam pandangan Imam Ah}mad bin Hambal 

bukanlah hadist yang batil dan mungkar, melainkan apa yang dikenal 

dengan sebutan hadist h}asan dalam istilah ilmu hadist. 

4. Qiya>s. Imam Ah}mad bin Hambal menggunakan qiya>s sebagai dasar 

penentapan hukum dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila dia 

menghadapi suatu persoalan yang dasar hukumnya tidak ditemukan 

didalam Al-Qur‟an atau Sunnah, dan tidak pula dijumpai dalam fatwa 

para sahabat atau salah satu dari mereka tidak ada hadist mursa>l 

ataupun hadist da‟if.
90
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG KEDUDUKAN 

H}AKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQA>Q DAN 

RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pendapat-pendapat empat 

madzhab tentang kedudukan hakam dalam penyelesaian perkara syiqa>q dan 

relevansinya dalam konteks keindonesiaan untuk dasar melihat letak perbedaan 

penafsiran tentang h}akam dikalangan pendapat empat madzhab. Selain itu 

penulis juga dalam bab ini menjelaskan tentang metode istinba>t}h apa yang 

digunakan oleh empat madzhab tersebut dalam mengambil keputusan dan agar 

dapat mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi dan diakhiri dengan 

relevansi konteks tentang hakam ini dalam perspektif empat madzhab dan 

keindonesiaan. 

A. Analisis Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan H}akam Dalam 

Penyelesaian Perkara Syiqa>q 

Kedudukan (kewenanagan) dua orang h}akam, yaitu apakah kedua 

hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau 

menceraikannya tanpa izin suami istri, ataupun tidak adanya kedudukan bagi 

kedua h}akam tersebut untuk memutuskan suatu perkara tanpa seizin 

keduanya.
91

 Begitu pula sama halnya seperti yang telah disebutkan pada 

pembahasan sebelumnya dimana pendapat dalam masalah kedudukan h}akam 
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antara empat madzhab tersebut memang mempunyai kesamaan dan perbedaan 

dalam menetapkan suatu hukum, yaitu:   

1. Menurut Madzhab Maliki 

Dalam Kitab Al-Muwa>t}}a> Madzhab Maliki Menjelaskan: 

ٌ:ٌفٌٍِالحىكىمىيًٌٍْالٍىذًيٍنىٌقىا ٌقىاؿى ٌبٍنىٌأىبٌٍِطىالًبو ،ٌعىنٌٍمىالًكٌأىنَّويٌبػىلىغىويٌأىفٌَّعىلًيَّ ثىنًٌٍِيَىٍيَى ٌؿىٌكىحىدى
اٌمًٌٌ ٌبػىيٍنًهًمىاٌفىابػٍعىثػيوٍاٌحىكىمن ٌ:ٌ)كىإًفٌٍخًفٍتيمٌٍشًقىاؽى ٌكىتػىعىالَى تػىبىارىؾى اٌمًنٌٍأىىٍلًهىااللهيٌ ٌنٌٍأىىٍلًوًٌكىحىكىمن
اٌالفًرٍقىةىٌكىاٌ بًيػٍرنا(ٌإًفٌَّإلًىيٍهًمى نػىهيمىاٌإًفٌَّاللهىكٌىافىٌعىلًيٍمناٌخى بػىيػٍ اٌيػيوىفًٌقًٌاللهيٌ حن اٌإًصٍلاى تًمىاعى إًفٌٍييريًٍدى ٍِ ٌجًْ
ٌمًنٌٍأىىٍلًٌالعًلٍمًٌأىفٌَّالحىكىٌٌ عٍتي ٌأىحٍسىنيٌمىاٌسَىً ٌ:ٌذىلًكى ٌمىالًكي لًٌقىاؿى يِ اٌبػىيٍْىٌالرَّ ٌقػىوٍلُييمى ٌمىيًٌٍْيَىيوٍزي

تًمىاعً  ٍِ ٌكىاًمٍرىأىتوًًٌفٌٍِالفًرٍقىةًٌكىاجًْ
“Yahya bercerita kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah 

menyampaikan bahwa „Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua 

orang penengah yang difirmankan Allah swt: (“Dan jika kamu 

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 

suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal”). An-Nisa>‟ Ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan 

pertemuan terletak pada mereka, Malik berkata: (“Itu yang terbaik 

sejauh yang aku dengar dari orangorang berilmu, apapun yang 

dikatakan oleh kedua h}akam dapat dijadikan pertimbangan”). 

 

 Madzhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang h}akam 

mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan 

dari suami istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara syiqa>q 

tersebut. dengan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwa 

dia berkata kepada kedua h}akam, “Sesungguhnya pemisah dan pertemuan 

terletak pada mereka”. Imam Malik menyamakan kedua orang h}akam ini 

dengan penguasa (hakim). Menurut pendapatnya, penguasa berhak 

memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat 
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dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan 

dalam firman-Nya SWT. “Kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan”.
92

  

  Dalam menetapkan hukum Islam madzhab Maliki menggunakan 

metode istinba>t}h hukum untuk permasalahan syiqa>q dan h}akam dalam 

penyelesaiannya ini dengan menggunakan na>sh yang telah ada dan 

berdasarkan pada kejelasan nash Al-Qur‟an yang memang dapat 

menimbulkan penafsiran-penafsira dikalangan ahli tafsir dan ahli fiqh. 

Karena menurut pendapat madzhab Maliki disini mengatakan bahwa 

h}akam diangkat oleh hakim atau pemerintah dengan dasar alasan kuat dari 

Al-Qur‟an yang mana dicantumkan dalam riwayat pada kata فىابػٍعىشيوا   

(maka utuslah/kirimlah), karena ayat tersebut ditunjukkan kepada seluruh 

kaum Muslimin dan sah-sah saja jika h}akam yang telah diangkat oleh 

hakim atau pemerintah untuk memberikan keputusan sepihak tanpa harus 

meminta pertimbangan kepada suami istri. 

2. Menurut Madzhab Syafi‟i 

Dalam Kitab Al-Umm Madzhab Syafi‟i Menjelaskan: 

نػىهيمىا(ٌالآيىةٌ ٌبػىيػٍ إًفٌٍخًفٍتيمٌٍشًقىاؽى ٌ:ٌ)كى ٌكىتػىعىالَى تػىبىارىؾى ٌاللهيٌ ٌ:ٌقىاؿى تػىعىالَى ٌالشىافًعًيٌُّرىحًِىويٌاللهيٌ  قىاؿىٌقىاؿى
ٌحىكىمناٌمًنٌٍأىىٍلًٌٌ ٌمىاٌأىرىادىٌمًنٌٍخىوٍؼًٌالشًقىاؽًٌالٍىذًمٌٍإًذىاٌبػىلىغىاهيٌأىمٍريهيٌأىفٌٍيػىبػٍعىثى أىعٍلىميٌبِىعٍنَى وًٌكىحىكىمناٌاللهيٌ

ىيمٌٍ ٌيىشٍتىبًوىٌفًيٍوًٌحىاجْى يًٌٍْمىعناٌحىتََّّ ىِ ٌالآيىةًٌفىمىاٌعىميٌالزىكٍ ٌٌمًنٌٍأىىٍلًهىا،ٌكىالٍىذًمٌٍييشٍبًويٌظىاىًرى ٌأىنٌِ الآيىةً ٌكىذىلًكى
،ٌكىأىذًفىٌفٌِنيشيٌ ٌاًللهٌذىلًكى لٌَّكىأىذًفىٌفٌِنيشيوٍزًٌالزىكٍجًٌأىفٌٍيىصٍطىلًحىا،ٌكىسىنٌَّرىسيوٍؿي ىِ ٌكى عىزَّ ٌاللهىٌ ىِدٍتي  وٍزًٌكى
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وٍفًهًمىاٌأىفٌٍييقًيٍمىاٌحيديكٍدىٌاللهًٌٌ رٍأىةًٌبًِلٍضىرٍبًٌكىأىذًفىٌفٌٍِخى
ى
 بًِلٍْيليحً   الم

Imam Syafi‟i RA berkata:”Allah lebih mengetahui terhadap 

apa yang dikehendakinya tentang kekhawatiran persengketaan, yang 

mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah 

menyuruhnya untuk mengutus seorang h}akam (juru damai) dari 

pihak laki-laki (suami) dan seorang hakam (juru damai) dari pihak 

perempuan (istri). yang paling mendekati pengertian ayat adalah 

tidak ikutnya suami istri secara bersamaan sehingga dapat 

mengaburkan keadaan keduanya (Al Ayah). Demikian itu, karena 

saya memahami bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam 

nusyuz-nya suami untuk berdamai (antara suami dan istri), dan 

Rasulullah saw mensunahkan yang demikian itu. Dan Allah 

mengizinkan dalam keadaan nusyuz-nya perempuan untuk dipukul, 

da Allah mengizinkan kekhawatiran suami istri tidak dapat 

menegakkan ketentuan-ketentuan Allah untuk melakukan khulu‟”.
93

  

 

Menurut madzhab Syafi‟i, “Allah maha tahu apa yang dimaksud 

dengan „khawatir terhadap persengketaan‟, yang apabila kondisi itu 

menimpa suami istri, mereka diperintahkan untuk mengirim seseorang juru 

damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Allah 

SWT mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam kasus 

suami yang nusyuz, dan Rasulullah menyunahkan hal itu. Beliau juga 

mengizinkan untuk memukul istri yang nusyuz dan untuk melakukan khulu‟ 

jika mereka berdua khawatir tidak menegakkan hukum Allah SWT. As-

Sunnah mengindikasikan bahwa khulu‟ dilakukan atas dasar kerelaan istri. 

Allah SWT juga melarang suami untuk mengambil harta yang telah 

diberikan kepada istrinya, bila dia hendak menceraikannya. Dalam 

menetapkan keputusan madzhab Maliki menggunakan metode istinba>t}h 

hukum untuk permasalahan syiqa>q dan h}akam dalam penyelesaiannya ini 

dengan menggunakan nash Al-Qur‟an pada Surat An-Nisa>‟ ayat 35, dimana 
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madzhab Syafi‟i menafsirkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan 

dibolehkannya h}akam untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak 

memiliki kedudukan penuh untuk menceraikan suami istri, karena di dalam 

ayat An-Nisa >‟: 35 tersebut tidak terdapat perintah secara spesifik untuk 

melakukan talak, sebab talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi 

oleh Allah Swt dan perceraian juga hukumnya bersifat mubah.  

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan 

terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum 

yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada 

pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan 

hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama 

memperlihatkan permusuhan; suami tidak memberikan sinyal perdamaian, 

tidak pula bercerai, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula 

memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus 

seorang juru damai dari pihak keluarganya., begitu pula dengan istri. kedua 

juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami 

istri. Suami istri memberikan wewenang kepada masing-masing juru damai 

untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang 

terbaik.
94
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3. Menurut Madzhab Imam Ahmad Hambali dan Imam Abu Hanifah 

Dalam Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad 

Hambali menjelaskan: 

ٌرىحًِىويٌ اكىاخٍتػىلىفىتٌٍالركًىايىةيٌعىنٌٍأىحٍِىدى فًٌِالحىكىمىيٍْى،ٌفىفًىٌإًحٍدىلٌالركًىايػىتػىيًٌٍْعىنٍويٌأىنػَّهيمى  كىكًيٍلاىفًٌلُىيمىاٌ اللَّّيٌ
ٌالشىافًعًى،ٌكىحىكىىٌذىلًٌ ٌقػىوٍلَى ٌعىطىاٌءٌكىأىحٍدى اٌمىذٍىىبي بًًِذٍنًًِمىا،ٌكىىىذى اٌإًجْىٌ ٌلُىيمى اٌفًٌاىلتػىفٍريًٍقى لًٍكى يَى ٌعىنًٌجْىٌ كى

نًيػٍفىةىٌ ٌفًيٍوًٌإًجْىٌٌاىلحىسىنٌٍكىأىبًٌِحى ٌؼي ٌلغًىيٍرًهًُىاٌاىلتىصىرى يَىيوٍزي افًٌفىلاىٌ ٌحىقىهياٌكىهُيىاٌرىشًيٍدى  لًِىفٌَّالبىضىحىٌحىقىويٌكىالٍمىاؿي
يىةوٌعىلىيٍهًمىا ٌ اٌأىكٌٍكًجْىٌ كٌىالىةوٌمًنػٍهيمى  بًوى

Menurut madzhab Imam Ahmad, terdapat riwayat tentang perbedaan 

dua mediator (juru damai). Menurut salah satu dari dua riwayat darinya, 

keduanya adalah wakil bagi suami istri yang mana tidak berhak memisahkan 

keduanya kecuali dengan seijin keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh 

Atha‟ dan merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi‟i. Pendapat ini juga 

diriwayatkan dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, karena kehormatan adalah 

hak suami sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih dalam 

status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami istri) tidak 

boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian.
95

 Dalam 

menetapkan keputusan madzhab Hambali berpendapat sama dengan 

madzhab Maliki menggunakan metode istinba>t}h hukum untuk 

permasalahan syiqa>q dan h}akam dalam penyelesaiannya ini dengan 

menggunakan nash Al-Qur‟an pada Surat An-Nisa>‟ ayat 35: dimana 

madzhab Syafi‟i menafsirkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan 

dibolehkannya h}akam untuk mendamaikan kedua belah pihak karena pada 
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dasarnya menurut madzhab Hambali h}akam merupakan wakil dari kedua 

suami istri yang mana berperan sebagai penengah dalam memberikan upaya 

perbaikan untuk keduanya, namun tidak memiliki kedudukan penuh untuk 

menceraikan suami istri, karena di dalam ayat An-Nisa>‟: 35 tersebut tidak 

terdapat perintah secara spesifik untuk melakukan talak, sebab talak 

merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt. 

Jika h}akam berstatus sebagai wakil masing-masing pihak, segala 

keputusan dan tindakan mereka harus dengan persetujuan pihak-pihak yang 

dihakimi. H}akam hanya dapat memberi nasihat kepada suami istri yang 

hidup berselisih agar dapat berdamai, atau jika upaya tersebut itu tidak 

berhasil menceraikan mereka. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak 

sepakat, h}akam tidak dapat berbuat apa-apa. Abu Hanifah, Imam Ahmad, 

dan Syafi‟i dalam salah satu qa>ul-nya berpendapat bahwa h}akam itu tidak 

diperkenankan menceraikan mereka kecuali bila suami memberi kuasa 

kepada h}akam untuk menceraikannya.
96

 Dengan kedudukannya sebagai 

wakil, maka h}akam pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak melainkan 

dengan izin suami, demikian juga h}akam dari pihak istri tidak boleh 

mengkhulu‟ melainkan harus dengan izin istri, karena yang berhak 

menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar 

iwadh khulu‟ adalah istri atau wakilnya. Dalam statusnya wakil, h}akam 

tidak mempunyai kekuasaan memutuskan sengketa antara suami istri. dalam 

perundingan antara kedua h}akam tersebut tidak akan tercapai kata sepakat 
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karena masing-masing akan membawa kepentingannya yang diwakili. Jika 

masing-masing pihak membawa misinya sendiri-sendiri.
97

 

Dari analisis empat madzhab diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sebenarnya empat madzhab tersebut sama-sama berpedoman pada 

ketentuan Surat An-Nisa>‟ Ayat 35, yang mana ayat tersebut berkaitan 

dengan syiqa>q yang bermakna sebuah pertengkaran antara suami istri yang 

tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, sehingga membutuhkan penengah 

(juru damai) untuk mendamaikannya. Perbedaan pendapat oleh empat 

madzhab diatas menjelaskan bahwa yang membedakan itu hukum 

kedudukan h}akam dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri. 

Menurut madzhab Syafi‟i, Hanafi dan Hambali kata perintah dalam Surat 

An-Nisa>‟ Ayat 35 dalam kata فىابػٍعىشيوا  (utuslah/kirimlah) bermakna wajib 

karena untuk menghilangkan kegelapan atau kekacauan rumah tangga. 

Sedangkan dalam kutipan ayat ًٌٌخ ٌبػىيٍنًهًمىاكىإًفٍ ٌشًقىاؽن فٍتيمٍ  “jika kamu khawatir 

terjadi persengketaan antara keduanya”, penafsiran disini bermaksud 

apabila „khawatir terhadap persengketaan‟ kondisi tersebut menimpa suami 

istri maka mereka diperintahkan untuk mengirim seseorang juru damai dari 

keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Perintah untuk 

memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadi pertengkaran 

antara suami istri, yang mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas 
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mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri 

yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri 

ini adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, 

suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian. 

Kekhawatiran masing-masing pihak yang menuduh pasangannya tidak 

memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka 

tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai atau 

menghentikan persengketaan tersebut lalu Allah Swt dalam kondisi ini 

mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang, atau memukul istri yang 

nusyuz. Sedangkan terhadap suami yang nusyuz Allah Swt mengizinkan 

perdamaian. Karena setiap perselisihan suami istri tidak memenuhi unsur 

syiqa>q harus diputus melalui pola syiqa>q sesuai dengan ketentuan Surat An-

Nisa>‟ Ayat 35, maka keberadaan h}akam adalah tidak selalu wajib adanya. 

Seperti dalam penafsiran pada kata ayat pertama ٌٍكىإًف   (jika kamu) yang 

berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa arab kata ٌٍإًف  disini berarti „syartiyah‟ 

yang mana artinya suatu syarat yang harus terpenuhi.
98

 Karena h}akam dalam 

pendapat madzhab Hanafi, Syafi‟i dan Hambali disini diangkat oleh masing-

masing pihak suami istri. Sehingga dalam lingkup ayat ini jika tidak melalui 

syiqa>q, maka tidak perlu h}akam dan sebaliknya. Sedangkan menurut 

madzhab Maliki  Madzhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang h}akam 
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mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan 

dari suami istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara syiqa>q 

tersebut. dengan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Imam  dan pertemuan 

terletak pada mereka”. Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini 

dengan penguasa (hakim). Menurut pendapatnya, penguasa berhak 

memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat 

dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam 

firman-Nya SWT. Karena menurut pendapat madzhab Maliki disini 

mengatakan bahwa h}akam diangkat oleh hakim atau pemerintah dengan 

dasar alasan kuat dari Al-Qur‟an yang mana dicantumkan dalam riwayat 

pada kata فىابػٍعىشيوا   (maka utuslah/kirimlah), karena ayat tersebut ditunjukkan 

kepada seluruh kaum Muslimin dan sah-sah saja jika h}akam yang telah 

diangkat oleh hakim atau pemerintah untuk memberikan keputusan sepihak 

tanpa harus meminta pertimbangan kepada suami istri.
99

 

B. Relevansi Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan H}akam 

Bagi Penyelesaian Perkara Syiqa>q Dalam Konteks Keindonesiaan 

Di Indonesia dan dibeberapa negara yang menjalankan hukum Islam 

banyak dijumpai bahwa yang mengangkat h}akam adalah berdasarkan Pasal 

76 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa yang berwenang 

mengangkat h}akam adalah Pengadilan yaitu Ketua Majelis Hakim yang 
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memeriksa.
100

 Pengangkatan ini atas usul dari pihak yang berperkara, tetapi 

tidak mengikat hakim. Yahya Harahap berpendapat bahwa jika usulan para 

pihak tidak sesuai dengan pendapat hakim, hakim dapat mengangkat orang 

lain sebagai h}akam. Pengangkatan orang lain selain usulan para pihak 

hendaknya mendapat persetujuan para pihak agar tidak terjadi hambatan 

psikologis antara h}akam dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan 

penyelesaian perselisihan. Dalam UU No. 1 Tahun 1989, pada Pasal 76 Ayat 

2 desebutkan bahwa boleh mengangkat h}akam dari keluarga suami saja atau 

dari pihak keluarga istri saja bahkan diperbolehkan mengangkat h}akam dari 

pihak lain. Dengan melihat fungsi hakam sebagai juru damai sesuai dengan 

doktrin fiqh maka akan lebih tepat jika h}akam adalah berasal dari pihak 

keluarga atau sahabat. Jika diangkat dari pihak lain, apalagi orang yang baru 

dikenal maka tujuan dari salah satu syarat (maqasid asy-syari‟ah) dari Surat 

An-Nisa‟ Ayat 35 emang agak melenceng.
101

 

Syiqa>q adalah salah satu bentuk sengketa atau perselisihan yang 

bersifat perdata dimana sengeketa ini merupakan salah satu bentuk dari 

berbagai macam perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan berbagai 

alasan tersendiri. Alasan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 39 huruf (f) 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, huruf (f) pada pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 

dan KHI Pasal 116 huruf (f), yaitu antara suami istri terus menerus terjadi 
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perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. Ajaran damai yang menjadi karakteristik bangsa 

Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem 

Peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian secara dua belah 

pihak harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai.  

Perceraian yang dirumuskan dalam KHI merupakan peluasan atas 

aturan yang ditetapkan dalam Undaang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 

Perkawinan. Aturan tentang perceraian dalam bentuk campur tangan 

Pemerintah (Pengadilan) dalam persoalan perceraian yang merupakan 

persoalan pribadi warga negara. Aturan bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan 

proses cerai talak menjadi perkara persengketaan. Karena selama ini proses 

cerai talak masih secara dominan dipegang oleh suami seperti yang ada pada 

kitab serta ayat Al-Qur‟an.
102 

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, jauh sebelum berlakunya 

Undang-undang No. 7 Tahnun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya disebutkan 

tentang tata cara proses penyelesaian perkara syiqa>q dengan melalui 

pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan 

pengangkatan hakam, Al-Qur‟an yang merupakan sumber ajaran Hukum 

Islam dan telah ada sejak zaman Rasulullah telah menyebutkan dan 
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memberikan tuntutan tentang adanya perkara perselisihan antara suami istri 

dalam bentuk syiqa>q dan cara penyelesaian seperti yang tertera pada Surat 

An-Nisa>‟ Ayat 35. Pengangkatan h}akam sebagai juru damai disini merupakan 

sebuah langkah atau solusi dalam penyelesaian sengketa syiqa>q tersebut. 

Seiring dalam perkembangan zaman yang diikuti dengan 

perkembangan hukum, para ahli fiqh seperti ulama madzhab khususnya 

empat Imam Madzhab mereka telah mempelajari dan memperdalam tentang 

Syiqa>q dan tugas pada h}akam yang dimana dalam penyelesaian perkara 

syiqa>q terslepas dari adanya perbedaan pendapat yang ada diantara ulama ahli 

fiqh tersebut, dimana yang tersurat dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ Ayat 35, 

yaitu dijelaskan bahwa untuk memgadakan perbaikan hubungan antara suami 

istri yang sedang berselisih dengan cara ditempuh melalui h}akam dalam 

proses mendamaikan para pihak yang berselisih, dan hal tersebut diserahkan 

kepada h}akam sepanjang jalan penyelesaian yang sedang dilakukan tanpa 

bertentangan dengan etika dan aturan-aturan hukum yang telah ada seperti 

menghalalkan berbagai cara dan tindakan yang mengandung unsur paksaan 

atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kasus syiqa>q 

hakam sebagai petugas menyelidiki dan mencari tahu permaslahannya, asal-

usul sebab timbulnya persengketaan, berusaha untuk mendamaikan kembali 

agar suami istri kempali hidup rukun bersama dengan sebaik-baiknya, namun 

jika perdamaian ini tidak dapat ditempuh maka kedua h}akam tersebut berhak 

mengambil keputusan untuk menceraikannya. Jika dilihat dari prosedur 

penyelesaian perkara syiqa>q diatas, maka keputusan yang diambil ini 
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mengikuti prosedur pendapat dari Imam Malik. Akan tetapi pendapat dari 

ketiga Imam madzhab seperti Hanafi, Syafi‟i dan Hambali pun lebih relevan 

digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau menjelaskan 

h}akam itu berarti wakil atau sama hal dengan wakil, dengan demikian h}akam 

tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat 

persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh 

mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. 

Sedangkan pedoman pada PerMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi 

dalam proses menyelesaikan perkara syiqa>q sudah terintegrasikan dalam 

sistem peradilan dan disebut juga dengan mediasi peradilan. Setiap perkara 

perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu 

melalui mediasi. Mediasi tersebut dilakukan oleh mediator hakim maupun 

mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi 

Mediator (PKPM) yang telah diselenggarakan oleh Lembaga yang sudah 

terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman 

Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung. 

Penulis sepakat dengan pendapat ketiga ulama Imam Madzhab 

Hanafi, Syafi‟i dan Hambali, karena pendapat ini lebih relevan dengan aturan 

hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu menggunakan cara mediasi 

terlebih dahulu. Sama halnya persengketaan perselisahan yang diselesaikan 

oleh h}akam dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka kedua orang 

h}akam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami 
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menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya, karena kehormatan 

adalah hak suami, sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih 

dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami istri) 

tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian. 

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan 

terjadi pertengkaran antara suami istri, yang mengindikasikan bahwa hukum 

yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada 

pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan 

hubungan suami istri ini adalah bila sikap keduanya sama-sama 

memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, 

tidak pula perceraian. Kekhawatiran masing-masing pihak yang menuduh 

pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, 

namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, 

berdamai atau menghentikan persengketaan tersebut lalu Allah Swt dalam 

kondisi ini mengizinkan suami untu menegur, pisah ranjang, atau memukul 

istri yang nusyuz. Sedangkan terhadap suami yang nusyuz Allah Swt 

mengizinkan perdamaian. Karena setiap perselisihan suami istri tidak 

memenuhi unsur syiqa>q harus diputus melalui pola syiqa>q sesuai dengan 

ketentuan Surat An-Nisa>‟ Ayat 35, maka keberadaan h}akam adalah tidak 

selalu wajib adanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pemaparan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada tiga kesimpulan dari kedudukan h}akam dalam penyelesaian perkara syiqa>q 

sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam 

konteks keindonesiaan adalah sebagai berikut: 

1. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengartian hakam. Menurut 

pendapat madzhab Hambali dan qa>ul qadim dari Imam Syafi‟i dan 

madzhabnya Imam Abu Hanifah, mengartikan bahwa h}akam itu berarti 

wakil dan h}akam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum 

mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula h}akam dari pihak istri 

tidak boleh mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari pihak 

suami. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan qa>ul jadid Imam 

Syafi‟i, mengartikan bahwa h}akam itu sebagai hakim sehingga boleh 

memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan 

suami istri yang sedang berselisih dengan memberi keputusan perceraian 

ataupun berdamai kembali. 

2. Sedangkan kaitan relevansinya perbedaan pendapat empat madzhab tentang 

h}akam dalam penyelesaian sengketa tersebut, yaitu jauh sebelum berlakunya 

Undang-undang No. 7 Tahnun 1989 yang diubah dengan Undang-undang 

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya disebutkan 

tentang tata cara proses penyelesaian perkara syiqa>q, bahwa dengan melalui 
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pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan 

pengangkatan hakam, Al-Qur‟an yang merupakan sumber ajaran Hukum 

Islam dan telah ada sejak zaman Rasulullah telah menyebutkan dan 

memberikan tuntutan tentang adanya perkara perselisihan antara suami istri 

dalam bentuk syiqa>q dan cara penyelesaian seperti yang tertera pada Surat 

An-Nisa>‟ Ayat 35. Pengangkatan h}akam sebagai juru damai disini 

merupakan sebuah langkah atau solusi dalam penyelesaian sengketa syiqa>q 

tersebut. Pendapat yang lebih relevan dengan aturan hukum yang sudah 

berlaku di Indonesia yaitu menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Sama 

halnya persengketaan perselisahan yang diselesaikan oleh h}akam 

dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. 

B. Saran 

Pemberlakuan keputusan dari pendapat ketiga ulama Imam Madzhab 

Hanafi, Syafi‟i dan Hambali yang mana persengketaan perselisahan yang 

diselesaikan oleh h}akam dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka 

kedua orang h}akam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika 

suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya, karena 

kehormatan adalah hak suami, sementara harta adalah hak istri, dan keduanya 

masih dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami 

istri) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian. 

Karena dengan keputusan dari madzhab ini bisa lebih bijak dalam mengambil 

keputusan tetapi akan lebih efektif lagi jika pendapat dari ketiga ulama 
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madzhab teresbut memiliki dasar hukum yang lebih konkrit lagi bukan hanya 

berdasarkan penafsiran ayat yang dijadikan menjadi sebuah pemikiran. 
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